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PUTUSAN
Nomor :2 /PID.SUS-TPK/2021/PT.TIJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat

banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:
Nama : Dr.MAYA METISSA.,M.Kes binti DJANAH YUSUF.
Tempat Lahir : Pangkal Pinang,
Tanggal Lahir/lUmur  : 10 Oktober 1963/56 Tahun .
Jenis Kelamin : Perempuan .
Kebangsaan . Indonesia .
Agama . Islam.
Pekerjaan . PNS (Kadis Kes Kabupaten Lampung Utara).
Pendidikan : S2
Tempat Tinggal : JI.Jendral Sudirman, No.6,Rt/Rw 001/006,

Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi
Selatan, Lampung Utara.

Terdakwa berada dalam status Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai

berikut:

a. Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-
1302/L.8.13/Fd.1/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020 sejak tanggal 28 Agustus
2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

b. Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan
Nomor: Print 1331/1.8.13/Ft.1/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, sejak tanggal
28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang: RUTAN, berdasarkan
Penetapan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk tanggal 1 September 2020,
sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang: RUTAN, berdasarkan
Penetapan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk tanggal -September 2020,
sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ke 1: RUTAN,
berdasarkan Penetapan Nomor. 23 /Pen.Pid-Sus-TPK/2021/PT.TJK tanggal 6
November 2020, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29
Desember 2020;
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Pu ué&%%%ng%nr?a }?‘gldgg %%Agadilan Tinggi Tanjungkarang ke 2, RUTAN:

berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pen.Pid-Sus-TPK/2021/PT.TJK tanggal 7
Desember 2020, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28
Januari 2021;

Penahanan dalam Tingkat Banding:

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ke 1: RUTAN,
berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Pid-Sus-TPK/2021/PT.Tik tanggal 6
Januari 2021, sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari
2021;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ke 2: RUTAN,
berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pen.Pid-Sus-TPK/2021/PT.Tjk tanggal 21
Januari 2020, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April
2021.

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didamping oleh Penasehat Hukumnya
Jonny Anwar,S.H.dari Kantor Hukum Jonny Anwar, S.H. & Rekan beralamat di
Jalan Kijang no. 12 (komplek Perwira) RT 09/LK Il Kel. Sidodadi, Kecamatan
Kedaton, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September
2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 2/Pen./Pid/
2021/PT. TJK tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Dr.MAYA
METISSA.,M.Kes binti DJANAH tersebut di atas;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini
serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:19/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Tjk Tanggal 30 Desember Tahun 2020 dalam perkara tersebut di
atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum
NO.REG.PERK:PDS-03/K.BUMI/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 vyang
dibacakan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 Terdakwa telah didakwa
sebagai berikut:

Pertama:

Primair:

Bahwa Terdakwa dr. Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf selaku

Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung

Utara Nomor: 821.21/172/11/31-LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang
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Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon Il-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Utarapada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi
secara pasti pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor
Dinas Kesehatan Lampung Utara Jalan Ganesha Kota Alam Kec. Kotabumi
Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung atau setidak-tidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri TanjungKarang yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.46 Tahun
2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan beberapa perbuatan
yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu
perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara yang dilakukan terdakwa dari tahun 2017 sampai
dengan tahun 2018 dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara
berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.21/172/11/31-
LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar
Rp. 15.231.714.000,00 dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar
Rp.13.690.757.000,00 dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp.
1.540.957.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
TA 2017 untuk 27 puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara dan untuk
melaksanakan anggaran tersebut, terdakwa selaku Pengguna Anggaran(PA)
menerbitkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara
Nomor 440/1513b/12-LU/2017 tanggal 2 Pebruari 2017 tentang Alokasi Dana
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Per Puskesmas Kabupaten Lampung
Utara Tahun 2017 sebagai berikut :

No. Puskesmas Anggaran BOK (Rp)
1 Puskesmas Abungkunang 236.400.000,00
2 Puskesmas Bukit Kemuning 758.580.000,00
3 Puskesmas Batu Nangkop 325.560.000,00
4 Puskesmas Blambangan Pagar 428.100.000,00
5 Puskesmas Bumi Agung 634.424.000,00
6 Puskesmas Cempaka 309.840.000,00
7 Puskesmas Gedung Negara 325.440.000,00
8 Puskesmas Kalibalangan 579.780.000,00
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9 Puskesmas Karangsari 250.596.000,00
10 Puskesmas Kemalo Abung 343.800.000,00
11 Puskesmas Ketapang 492.300.000,00
12 Puskesmas Kotabumi 744.000.000,00
13 Puskesmas Kotabumi dua 821.700.000,00
14 Puskesmas Kotabumi udik 366.000.100,00
15 Puskesmas Kubu Hitu 264.540.000,00
16 Puskesmas Madukoro 648.900.000,00
17 Puskesmas Mulyorejo 201.900.000,00
18 Puskesmas Negara Ratu 614.400.000,00
19 Puskesmas Pekurun 269.420.000,00
20 Puskesmas Semuli Raya 541.980.000,00
21 Puskesmas Subik 287.160.000,00
22 Puskesmas Tanjung Raja 565.800.000,00
23 Puskesmas Tata Karya 565.200.000,00
24 Puskesmas Tulang Bawang Baru 425.399.900,00
25 Puskesmas ulak Rengas 372.420.000,00
26 Puskesmas Wonogiri 346.500.000,00

Jumlah 11.720.140.000

- Bahwa Penggunaan Dana BOK Puskesmas sebagaimana dalam Lampiran
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016
Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2017 dapat digunakan untuk berbagai kegiatan
yang diselenggarakan oleh puskesmas dan jaringannya meliputi: 1) Upaya
kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan termasuk pemenuhan
kebutuhan pendukung kegiatan, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama
lintas sektoral serta manajemen puskesmas. Untuk mewujudkan keluarga sehat
maka berbagai kegiatan di puskesmas dilaksanakan melalui strategi
pendekatan keluarga dengan kegiatan keluar gedung (kunjungan rumah) pada
keluarga dan UKBM di wilayah kerjanya dan mengatasi berbagai masalah
kesehatan yang dihadapi di keluarga. 2) Upaya kesehatan masyarakat yang
dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat meliputi pelayanan kesehatan keluar
gedung khususnya untuk menjangkau daerah sulit/terpencil, pemberdayaan
masyarakat, dan inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan
oleh Tim Nusantara Sehat tetap menjadi kesatuan dengan puskesmas dimana
tim tersebut berada. 3) Kegiatan STBM Kegiatan untuk mewujudkan desa
STBM di desa oleh sanitarian/tenaga kesehatan lingkungan puskesmas
meliputi: pemicuan, Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) perilaku
kesehatan, monitoring paska pemicuan, pembuatan dan update peta sanitasi
dan buku kader, kampanye cuci tangan pakai sabun, kampanye higiene sanitasi

sekolah, dan surveilans kualitas air (pra dan paska konstruksi) serta verifikasi

Halaman 4 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahggung.go.i
P stop buang &I’ esagis’l gem%arangan (SBS). Daftar desa STBM (PAMSIMAS)

sebagaimana terlampir. 4) Pengangkatan tenaga kontrak promosi kesehatan di

puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

- Bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar
Rp.16.870.751.000,00 dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar
Rp.15.212.557.000,00 dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp.
1.658.194.000,00yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
TA 2018 untuk 27 puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara dan
untuk melaksanakan anggaran tersebut, terdakwa selaku Pengguna
Anggaran(PA) menerbitkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung
Utara Nomor: 440/1343.B/14-LU/2018 2 Februari 2018 tentang Alokasi Dana
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Per Puskesmas Kabupaten Lampung
Utara Tahun 2018 sebagai berikut :

No Nama Puskesmas Alokasi Dana (Rp)
1 | Puskesmas Abungkunang 375.000.000
2 | Puskesmas Tanjung Raja 803.000.000
3 | Puskesmas Bukit Kemuning 917.190.000
4 | Puskesmas Batu Nangkop 435.000.000
5 | Puskesmas Tata Karya 575.000.000
6 | Puskesmas Madukoro 1.054.352.000
7 | Puskesmas Kubuhitu 355.000.000
8 | Puskesmas Ulak Rengas 425.000.000
9 | Puskesmas Kotabumi Udik 445.500.000

10 | Puskesmas Pekurun 355.000.000
11 | Puskesmas Ogan Lima 525.000.000
12 | Puskesmas Mulyorejo 247.810.000
13 | Puskesmas Subik 425.000.000
14 | Puskesmas Kotabumi 1 885.000.000
15 | Puskesmas Semuli Raya 595.000.000
16 | Puskesmas Tulang Bawang Baru 545.000.000
17 | Puskesmas Bumi Agung 795.000.000
18 | Puskesmas Cempaka 355.000.000
19 | Puskesmas Wonogiri 414.000.000
20 | Puskesmas Kalibalangan 720.000.000
21 | Puskesmas Blambangan Pagar 550.000.000
22 | Puskesmas Ketapang 675.000.000
23 | Puskesmas Kotabumi 2 960.000.000
24 | Puskesmas Gedung Negara 395.000.000
25 | Puskesmas Negara Ratu 655.705.000
26 | Puskesmas Karang Sari 305.000.000
27 | Puskesmas Kemalo Abung 425.000.000
Jumlah 15.212.557.000

- Bahwa Penggunaan Dana BOK Puskesmas sebagaimana dalam Lampiran
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017
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Kesehatan Tahun Anggaran 2018 dapat digunakan untuk: 1)
Menyelenggarakan kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga meliputi pendataan keluarga secara total coverage, analisis data,
intervensi berbagai masalah kesehatan yang ditemukan serta memelihara dan
mempertahankan kesehatan keluarga secara terintegrasi, 2)
Menyelenggarakan berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat esensial dan
pengembangan di wilayah kerjanya termasuk pelayanan kesehatan di luar
gedung, pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan pemberdayaan
masyarakat, dan kerjasama lintas sektoral. 3) Menyelenggarakan fungsi
manajemen Puskesmas yang meliputi Perencanaan, Penggerakan
Pelaksanaan/Mini  lokakarya Puskesmas dan Pengawasan/Pelaporan
/Penilaian  kinerja Puskesmas. Menyelenggarakan Upaya Kesehatan
Masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat meliputi pelayanan
kesehatan keluar gedung khususnya untuk menjangkau daerah sulit/terpencil,
pemberdayaan masyarakat dan inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan yang
dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat tetap menjadi kesatuan dengan
kegiatan puskesmas dimana tim tersebut berada. 5) Menyelenggarakan
Kegiatan pemicuan STBM Kegiatan untuk mewujudkan desa STBM oleh
sanitarian/tenaga kesehatan lingkungan puskesmas meliputi: pemicuan,
Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) perilaku kesehatan, monitoring
paska pemicuan, pembuatan dan update peta sanitasi dan buku kader,
kampanye cuci tangan pakai sabun, kampanye hygiene sanitasi sekolah, dan
surveilans kualitas air (pra dan paska konstruksi) serta verifikasi stop buang air
besar sembarangan (SBS). 6) Penyediaan tenaga kontrak promotor kesehatan
di puskesmas yang pengangkatannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota;

- Bahwa Dana BOK Puskesmas dikelola oleh Kepala Puskesmas sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu dan untuk
pencairannya, Kepala Puskesmas mengajukan permintaan dana (NPD)
kepada bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan dan setelah disetujuioleh
terdakwa selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA), Bendahara
Pengeluaran Dinas membuat Surat Perintah Pencairan (SPP) yang
ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dinas dan disetujui oleh
PPTK,dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang
ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran sebagai dasar

diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan setelah dana cair,
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puskesmas dalam bentuk uang tunai;

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat lagi diingat secara pasti pada
awal tahun 2017, terdakwa memanggil saksi Novrida Nunyai selaku
Bendahara pengeluaran ke ruang kerja terdakwa dan memerintahkan saksi
tersebut untuk melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utarasebesar 10 %
dari setiap tahap pencairan dana BOK Puskesmas sebagaimana tertera dalam
Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh setiap Puskesmas diluar biaya
honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga;

- Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, sejak Tahun Anggaran 2017 sampai
dengan Tahun Anggaran 2018, saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Kesehatan melakukan pemotongan anggaran 10 %
setiap pencairan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing Puskesmas
yakni:

TAHUN ANGGARAN 2017

PENCAIRAN TAHAP | :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap 2
Nilai NPD Jumlah yang
Potongan .
No D — Bendahara Tanggal Nomor Puskesma diterima
Puskesmas SP2D SP2D-UP s (Rp) Puskesmas
(Rp) (Rp)
1 Ppgkgeiagdbung 25/04/2017 | [988RB48E3 45,509,000
1 KABBHQ Kunang 50,3@53666000| | 09/02/2017 54.U(76817 50564880 15,624,000
2 PPocRadiass 25/0412017 | |983G830@3 59,795,000
2 Tqﬁhmgdqﬂaa 56’2@5%&3600 09/02/2017 5&9%@17 6@6@(9,990 18,826,600
3 PpacRetiaadtlikic 25/0472017 | |983GB4663 87,798,200
3 KRBTH[]H‘HQ 07, 898733e600| | 09/02/2017 54.U(79817| 07390880 26,763,600
7 PpakReTiAsSRlty 25/0412017 | 1990684363 20,720,000
4 hﬁaﬂbﬂep 23’(;%@000 09/02/2017| 5é=9@§617 2@,@@&6@0 12,471,000
5 PpaRedAsdata 25/0412017 | [990G03663 43,210,400
5 Kﬁﬁ@a 47’il.§5(’)1é’@800 09/02/2017| 5*9@9617 3@,556’,9@0 16,272,800
6 Ppasketaaiiaddy 25/0412017 | 198302863 56,271,000
6 KRERo 52’@1%400 09/02/2017 5d=90@617 Géggé)’ggo 23,014,400
7 PPacRadss 25/0412017 | |983603863 42,991,000
7 KKGHUHHU 47j§@%@@100 09/02/2017 5&9%@17 4{]?,%5@,9@0 12,187,100
8 PPaeRauAaiatK 25/042017 | |983G3863 34,848,000
8 RﬁBQ@és 38’4_]18?@%)00 09/02/2017| 551—-9@%17 3’?,19(9660 10,530,000
9 PHaRedass 25/0472017 | |98304663 48,511,500
9 KQF@EH%% 53’;’@’0"3(3@3000 09/02/2017| 544y 2087 4!9?8?59‘&(\ 20,128,500
10 AL INAIDN01 7 faYaYaVieYatelwils} r)n ~01 f\
P mas 3
10 ngﬁﬁ‘fﬁn 32,8909900000| | 09/02/2017| |5:E0/20 n?/7 2,289,000 23,819,000
. . ruav\callla;s (ZJTOSTZ0LT U\g}UILUL‘"\)3 L, USZ, 000
1 l\ﬂlll\lnr1§21 56’6' ’ %00 09/02/2017 5’-'\.I /2017 5“?%?89\%0 17,505,000
12— Puskesmas Stbik 2510412017 ““0/”029/33 36,405,000
12 | Puskesmas Subik| £#0,4903%A0250 | 09/02/2017 SilQﬂf%QW 4, Oﬁ‘éé’ggn 10,243,250
13 Paa',\ca..m 2510412017 900/2}/0%21/‘;’73 64,125,000
Hekesmas 9
13 |Kotabumi I /1.2508200000] | 09/02/2017) |SEUZ0L7” 751,%2%99»Rn 24,597,000
1.4 D N INAION1 7 faYaYaViaYataYeYis} oA 141 000
D 3 T4 1,000
14 Sgﬂiﬁ{gﬁ; 55.0416490800) | 09/02/2017] |SLYBEI" 5500000 | 14,057,800
1L 24/09/2901 7 oA/ AZALIA L. W .l aWalalal
rJ ﬁDI\EDIIIC\D Z=5 10072017 JOUTIHFTHO L1595, %JJ,000U
m Wan 160,409,00 5900/2006/3| (15,950,000
99, 50,954,400
15 ’hﬁaﬂ PRNANGg 5208:8%00] | 09/02/2017, 5.L0/2017| | & 595000
16 n'—’ n H N INAION1 7 faYaYaVieTaX V. Nis} 111 COA OO
IAPHgkesmas Bumi | |, /9896/3 |15 1 o
16 ﬁmﬁm 1233897730600, | 09/02/2017 5??9/%@ 5 1% 4919‘,9)29\ 33,364,000
17 2L INAI201 7 faYaYaViaYatW-¥1s} 20 A70 000
caHfgomas ho 59008696/ 14 275 000 .
17 (,\fé}ffkn 19020000) | 00/02/2017] |SEIFOLY| 14,275,000 17,437,000
ENe) rsar\callln?‘tss (ZJTOSTZ01T pAv v IL/UJ\JI\J3 OZ4,910,00U
18 V\\/ﬁ‘@;i B6,3254200000| | 09/02/2017, 519%/%6 n?/7 3,412,000 20,185,000
19 Pésnga..m 2510412017 935&5&93/3 75,742,000
19 KKf;'ﬁhbf:aﬁgmn B4,0A74990200) | 00/0212017) |STUZOTT] 8,345,000 31,559,200
faTal D NCINAIDON 7 faYaYaVlaY-XE-Yis} 24 290 OO0
yav) I'Eu% gll;ﬁas (ZIJTOSRTZ0LT JOUTZ0UTLO07o O, 20U, 000U
B7 5900/2006/3| 3,700,000
20 amf?)1 AA38n A68%%00| | 09/02/2017 5.LU/2017] | 2 888,000 27,798,400
L rﬁ COIIIG;S (ZIJTOSTZ01T J\éUILULUI\)3 LU 1Z7,000
21 Kg@‘ffé‘l B1,871000400| | 09/02/2017 5;&9(’%@%?/7 5,099,000 20,822,400
22 rémca..m 2510412017 969}20667’;’73 165,098,000
MnasS
22 KK{é%mﬁﬂhl i ? 5 1164878620000 | 09/02/2017 HLOZ0LT 1}1’232;919\2 39,117,200
23 Z}gm.;...a; 2510412017 1900/20% 393/3 38,594,000
23 eﬁﬁﬁpg\snﬁ’ggg;e}n 12859000800 | 09/02/2017) [SEDZOLT) 14,285,000 14,360,800
24 1 NCINAION1 7 faYaYaVliaYateY-¥1s} V ksl daYaWalalal
5 I'LIDI'\CDIIIQD (ZIJTOSTZ01T JOUTZUZIJ1TO =Z,JUU, 000U
/i 3
24 NEQéE%j@é‘EI?“ 47, 1907800000 | 0910212017 |SLYBERY" 4,699,000 | 21,386,000
Lol md D | AL INAIDN1 7 faYaYaViaTatNeVis} AO0-A00- 200
5 S D 3 pejvivielvivy
25 th@ﬁ‘?gﬁﬁ 45,1 H06880800| | 09/02/2017 59;9?'/%@%?/7 (510,000 4,145,800
26 E”Skﬁsn;is 30,791,100 | 09/02/2017 903/0406/ 3 ) 28,491,100
emalo Abung  falaman 8 dari D6 Putusan PidandP2Rbmar283PBRYS US-TPK/ 2021 / PT UK
JUMLAH 614,501,850 58.840.500 | 555/661:350

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Plress F.’.uréni(%g{'](:\s.mahagung.go.id 900/2019/3
26 Kemalo Abung 63,885,000 25RF01g 5-LU/2017 | 6,300,000 57,585,000
JUMLAH 1,576,551,900 155,065,500 1,421,486,400
Tahap 3

Nilai NPD Potang o Jun.1IaI? yang

No Puskesmas Bendahara Tanggal Nomor Puskesmas diterima

Puskesmas SP2D SP2D Rp) Puskesmas
(Rp) (Rp)
! igzhzslr(nuisang 73,680,000 24/08/2017 %ngf/i%ilf 6,738,000 66,942,Q00
\ 'Flf::jtizm;asja 19,975,000 20/06/2017 2?85/72%)1/73 2,000,000 17,975,000
3 gﬂi:ie}::n?jning 28,500,000 20/06/2017 2035/72%)1/73 2,850,000 25,650,000
* | Nangion | zrs7se00 | 29092017 | S10A017 | pzsno00 | 24845600
5 E:f;: s e 96,807,300 24/08/2017 950865/;?)?./? 9,680,000 87,127,300
6 I?/Il;ikuesKr:ris 34,080,000 20/06/2017 2085/72](-)1/? 3,410,000 30,670,000
! EEZIL(ET * 67,550,000 24/08/2017 QSOI?(JS/A;?)?./? 6,755,000 60,795,000
8 E:il;(;ssmas ek 25,175,000 20/06/2017 92?85/?2%)1/73 2,425,000 22,750,000
o E(L;ts:k?j rr:iaLstik 40,550,000 P 208672%)1/73 4,055,000 36,495,000
10 iziﬁfj: * 25,000,000 L6017 2035/72%)1/73 2,500,000 22,500,000
1 IT/ITJT)II(::rSeT:)aS 53,937,000 24/08/2017 %OI(_)(JS/;?)];L/? 5,213,000 48,724,000
12 zzz:(lfsmas 118,649,350 24/08/2017 %0882321/3 11,175,000 107,474,350
13 Egts::j s ialS 24,975,000 20/06/2017 9208(.13/72%)1/3 2,495,000 22,480,000
14 zzrs:jlisg:)s/a 55,725,000 24/08/2017 %08825036 5,570,000 50,155,000
Puskesmas
15 ;L;Isjng Bawang 161,299,500 04/12/2017 %035/82?)1/73 16,130,000 145,169,500
16 gai(le:gﬁsg 47,250,000 20/06/2017 %OE(.?/A;C(])?./? 4,725,000 42,525,000
1 (F;Z:(S;r(r;as 56,190,000 24/08/2017 iOI[_)(JS/i%?L/? 5,619,000 50,571,000
18 \l:/,\;Josnk:;irrTi] - 121,895,000 24/08/2017 95088‘;%3/? 12,070,000 109,825,000
19 EZEEZEE :Zn 175,852,000 24/08/2017 %0552221/? 17,465,000 158,387,000
Puskesmas

20 E:grz:)angan 51,025,000 20/06/2017 9508(:)/;%?/73’ 4,910,000 46,115,000
2 Ezts;;asr%as 57,754,000 24/08/2017 950I?l/.15/£§)?./73 5,775,000 51,979,000
22 Egtsakbejnr:ia; 31,500,000 20/062Q17 %0882((])?./73 3,150,000 28,350,000
23 g:ztisgml\?zgara 15,000,000 200G 950382%?./? 1,350,000 13,650,000
24 El:j;erzn;aa?u 69,750,000 20/06/2017 %Ol?(j)/i%i/? 6,975,000 62,775,000
25 E:f::gs n812fi 43,375,200 Faj8i2017 QSOE(,IS/;?)?./? 4,335,000 39,040,200

Halaman 9 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Plpees Pr:s%:slﬁé;n ahagung-go-id 900/0406/3
26 Kemalo Abung 31,725,000 20Q5#0%g 5-LU/2017 | 3,170,000 28,555,000
JUMLAH 1,554,794,950 153,270,000 1,401,524,950
Tahap 4

Nilai NPD e Jun_1lar.| yang

No Puskesmas Bendahara Tanggal Nomor Puskesmas diterima

Puskesmas SP2D SP2D Puskesmas
(Rp) &) (Rp)
1 /':Ezi;zs}l;nuifang 73,925,000 04/12/2017 95035/2?)]:;./? 7,152,000 66,773,000
2 ‘T::jtisnga:ja 141,235,000 24/08/2017 ?Eﬁéﬁg 14,120,000 127,115,000
3 gﬂi:;el(sgqn?jning 172,825,000 24/08/2017 %OI?:JS/A;?)?L/? 17,280,000 155,545,000
¢ | Nangion | suase00 | 24082017 | S1Un017 | sosson0 | 40403200
5 E:rs)l/(aesmas e 352,219,900 28/11/2017 950I(_)(J7/72f)_?1/;3 32,180,000 320,039,900
6 II\D/IL;ZkuesKr::)s 93,607,000 24/08/2017 950865/2?)?./;3 9,330,000 84,277,000
! EﬂztiistTas 107,872,000 28/11/2017 9508(.17/7231/73 10,600,000 97,272,000
8 E:izzssmas ek 75,100,000 24/08/817 %OS(JS/AZ)?L/? 7,510,000 67,590,000
o Egts:sjziaLSJdik 75,365,000 240600 %OI(_)(JS/Z;E(;)(;/? 6,635,500 68,729,500
10 i;iﬁ?j:] * 98,950,000 24/08/2017 %OI(_)(JS/;Z)_?L/? 9,105,000 89,845,000
1 IF\)/IL:JT)II(C?rSer}Z)aS 64,338,400 28/11/2017 95085/72%)?./3 6,433,000 57,905,400
12 Zﬂzli(:smas 99,194,200 28/11/2017 9503(.17/72%)?./73 9,525,000 89,669,200
13 Egts::jnn:ﬁs 125,051,000 24/08/2017 %ngf/igi/g 12,505,000 112,546,000
14 g::(jlisr;:;a 281,642,000 28/11/2017 %OI(_)G/?Z%?L/? 27,955,000 253,687,000
15 E:rsr:(uisgﬁz 115,350,000 24/08/2017 %OI(_)(?/;?)‘;/? 10,815,000 104,535,000
R ZZ:SZ:;% 143,078,000 28/11/2017 %085/72?)?./73 14,025,000 129,053,000
17 wosnk;;’:as 150,935,000 04/12/2017 95035/82?)?? 14,780,000 136,155,000
18 E::It;z;nr:g; 237,637,800 28/11/2017 1033/72%11/? 23,765,000 213,872,800
Puskesmas

19 Egagr;llraangan 66,720,000 10/10/2017 9508(?/22%)?/73 7,772,000 58,948,000
20 E:tsakpeas:;as 205,510,000 28/11/2017 %085/72?)?/73 20,550,000 184,960,000
2 Ezts::jrr:ia; 167,602,000 24520 %OE(JS/A;?ZL/? 16,760,000 150,842,000
22 (Z:Ztensgml\?zgara 51,804,000 | 240812017 1?852211/73 5,180,000 46,624,000
23 Z:Zl;(::nl;iu 176,321,000 Re/2017 95085/;3)2/? 17,600,000 158,721,000
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go-id
Puskesmas 900/7728/3
24 Karang Sari 154,529,200 % | 5-LU/2017 | 15,000,000 139,529,200
Puskesmas 900/5485/3
25 Kemalo Abung 50,681,000 SWapi2017 5-LU/2017 | 3,900,000 46,781,000
JUMLAH 3,332,950,700 325,532,500 8,007,418,200
Tahap 5
Nilai NPD Jumlah yang
Potongan -
No Puskesmas Bendahara Tanggal Nomor Puskesmas diterima
Puskesmas SP2D SP2D Rp) Puskesmas
(Rp) (Rp)
Puskesmas 900/7737/3
1 Tanjung Raja 180,217,300 28/11/2017 5-LU/2017 | 18,020,000 162,197,300
Puskesmas
. 900/7731/3
2 | Bukit 187,652,600 | 2SMY2017 | 5 U017 | 17,115,000 170,537,600
Kemuning
Puskesmas 900/7756/3
3 Batu Nangkop | 132,537,000 29/11/2017 5-LU/2017 | 13,160,000 119,377,000
Puskesmas 900/7735/3
4 Madu Koro 246,934,400 28/11/2017 5-LU/2017 | 24,660,000 222,274,400
Puskesmas 900/7730/3
5 Ulak Rengas 102,514,000 28/11/2018 5-LU/2017 | 10,160,000 92,354,000
Puskesmas 900/7865/3
6 Kotabumi Udik | 157,190,000 04/12/2048 5-LU/2017 | 14,395,000 142,795,000
Puskesmas 900/7733/3
! Pekurun 64,551,000 FO/12P01F 5-LU/2017 | 6,455,000 58,096,000
Puskesmas 900/7725/3
8 Kotabumi | 274,496,800 25R§/2017 5-LU/2017 | 27,450,000 247,046,800
Puskesmas 900/7729/3
9 Bumi Agung 281,388,500 28/11/2017 5-LU/2017 | 26,315,000 255,073,500
Puskesmas
900/7736/3
10 | Blambangan 37,700,000 28/11/2017 5-LU/2017 | 3,770,000 33,930,000
Pagar
Puskesmas 900/7860/3
1 Kotabumi 2 236,042,000 04/12/2017 5-LU/2017 | 23,605,000 212,437,000
Puskesmas
900/7727/3
12 | Gedung 92,014,700 28/11/2017 5.LU/2017 | 9,200,000 82,814,700
Negara
Puskesmas 900/7755/3
13 Negara Ratu 236,716,000 29/11/2017 5-LU/2017 | 23,460,000 213,256,000
Puskesmas 900/7863/3
14 Kemalo Abung | 159,957,900 04/12/2017 5-LU/2017 | 14,800,000 145,157,900
JUMLAH [2,389,912,200 232,565,000 2,157,347,200
Tahun Anggaran 2018:
Tahap 1
Nilai NPD Jumlah yang
Potongan L.
No Puskesmas Bendahara Tanggal Nomor Puskesmas diterima
Puskesmas SP2D SP2D Rp) Puskesmas
(Rp) (Rp)
1 2 3 7 8 10 11=3-10
Puskesmas 79,529,6 900/0993/3
! Abungkunang 00 £17y2018 5-LU/2018 | 6,716,000 72,813,600

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P iResas [0 2282868 1 | 9001091773 702730500
;&lljr;jll(J:sng\;e;ja 00 5-LU/2018 | 22,525,000 ' '
3 E:I:T:tuning 23596849'7 3/7/12018 %05872%?: 23,035,000 216,814,750
* | Gonanangiop | 00| 3122018 | SUioie | 1s o0 | 125427000
s 'Ip':tzkli:r];zs 14795’793’7 3/19/2018 %OI(_)G)/SZ‘(‘)‘;? 13,550,000 136,243,775
© | woens | 00| 192918 | S Unoie | sapmsoog | 304188000
" | 00| 3202018 | S7Uooie | assoo0 | 74924900
® | icrengas | 0o | 3202018 | s | saonoon | 72000
9 | oabum i | 00| 322918 | S Unoie | iseonng | | 149161000
10 E:i:j?j:as 157,279,000 3/12/2018 108872%2/: 15,505,000 141,774,000
1 g:zkneiir:;s 115,402,000 3/19/2018 %Ol?(j)/izsl/: 19,714,000 95,688,000
12 | poreio |06 | 3192018 | S | rapm000 | 7SSO0
13 | oo | oo | 3192018 | S | razno00 | 120815700
14 | ommi |00 | 3142018 | 0 | pseanonn | 256000000
15 | Comitrava | 00| 3122018 | s | 11psso00 | 101888900
Puskesmas
16 ;‘;'VaVZ?]g By | 255:152,000 3/12/2088 %?88;%31/533 25,035,000 230,117,000
ol EE;:GAS;EZ 2201(;518’0 . 9503(.?/823?./; 21,050,000 200,468,000
20 E:ﬁgz;mn;&sm 165,601,000 311412018 9508823?./: 16,530,000 149,071,000
Puskesmas
21 E:l;;?angan 1%36119'2 3/12/2018 9503372%?_/: 11,890,000 131,229,200
22 E:tS:SaS:;aS 193,813,000 3/20/2018 %OES/Z%?/: 16,085,000 177,728,000
2 [pesnss | SO s [SODTSp | o200
Puskesmas
24 Ezg:g} 1]606237’0 3/20/2018 %0882?)?/5 9,850,000 100,387,000
i EZZI;erZr;e;u 179,194,900 3/12/2018 9503872?)‘;./5 17,680,000 161,514,900
26 E:f:r?;rg":i 65,218,400 3/12/2018 %OIC_)(?/?Z?)i/S 6,300,000 58,918,400
27 E:smkaelzrgi)sung 164,502,000 3/12/2018 9503(.(1)/72?)1/: 14,070,000 150,432,000
Jumlah 4,442,226,625 426,796,000 4,015,430,625
Tahap 2
Nilai NPD Potongan Jun_llalf yang
No Puskesmas Bendahara Tanggal Nomor Puskesmas diterima
Puskesmas SP2D SP2D (Rp) Puskesmas
(Rp) (Rp)
1| Momngianang | 00| 907018 | Sloore | iazmooo0 | 162339200

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Nilai NPD botonaan J“:r'"ah
Bendahara Tanggal Nomor 9 .y _g
No. Puskesmas Puskesmas diterima
Puskesmas SP2D SP2D
(Rp) (Rp) Puskesmas
(Rp)
Puskesmas 900/8245/35-
! Kotabumi Udik 25,125,000 12/27/2018 LU/2018 2,512,500 22,612,500
Puskesmas Tulang 900/8246/35-
2 Bawang Baru 5025,000 12/27/2018 LU/2018 500,000 4,525,000
Puskesmas 900/8244/35-
3 Ketdbang 52,725,000 12/27/2018 LU-2018 5,275,000 47,450,000
Jumlah 82,875,000 8,287,500 74,587,500

- Bahwa setelah anggaran masing-masing Puskesmas cair, saksi Novrida
Nunyai melakukan pemotongan secara tunai sebesar 10 % dari keseluruhan
anggaran tersebut diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada
pihak ketiga sedangkan sisanya diserahkan secara tunai kepada masing-
masing bendahara Puskesmas dan atas setiap uang anggaran yang dipotong
tersebut, saksi Novrida Nunyai serahkan kepada terdakwa;

- Bahwa dari hasil pemotongan Dana BOK Puskesmas sebesar 10 % dari setiap
tahap pencairan dari semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung
Utara untuk Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan
oleh saksi Novrida Nunyai atas perintah terdakwa terkumpul sebesar
Rp2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh
tiga ribu lima ratus rupiah)yang seharusnya digunakan untuk operasional
kegiatan masing-masing Puskesmas telah diserahkan kepada terdakwa dan
digunakan untuk kepentingan terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa dr. Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf yang
telah memerintahkan pemotongan anggaran sebesar 10 % dari dana BOK
Puskesmas Kecamatan bertentangan dengan::

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara: Keuangan Negara dikelola secara tertib,
efektif,

transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan

taat peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis,

dan kepatutan;

2. Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana diubah terakhir

225/PMK.07/2017:

sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

dengan Peraturan Peraturan Menteri

Keuangan RI Nomor Penyaluran Dana BOK

peraturan perundang — undangan di bidang pengelolaan keuangan

daerah.
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3. Lampiran | Peratiran Bupati Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2017 tanpa

tanggal dan tanpa bulan Tahun 2017, tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara
Tahun Anggaran 2017, pada pasal 2.5. huruf (n) dinyatakan Kepala SKPD
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggungjawab atas

pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : Setiap PNS dilarang :
Menyalahgunakan wewenang;

5. Pasal 4 angka 9 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : Setiap PNS dilarang :
Bertindak sewenang wenang terhadap bawahannya;

- Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar
Rp2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh
tiga ribu lima ratus rupiah)atau setidak-tidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai
dengan perhitungan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor:
1006/PW08/5/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Badan
Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Rl Nomor 31

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Rl Nomor 20 tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa dr. Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf selaku Kepala
Dinas Kesehatan Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara
Nomor: 821.21/172/11/31-LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon lI-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Utara pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi

secara pasti pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor
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Dinas Kesehatan Lampung Utara Jalan Ganesha Kota Alam Kec. Kotabumi

Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung atau setidak-tidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.46 Tahun
2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan beberapa perbuatan
yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu
perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara — cara sebagai
berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara
berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.21/172/11/31-
LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama (Eselon lI-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa yang menjadi tugas dan wewenang terdakwa selaku Pengguna
Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara berdasarkan
Pasal 9 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor: 27 tahun 2017 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung
Utara adalah:

1. Perumusan kebijakan dan pelaksana

2. Bupati terkait bidang Kesehatan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan
upaya kesehatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Dinas
Kesehatan di Kab. Lampung Utara

3. Pengawasan, kordinasi, bimbingan dan pengendalian sumber daya yang
ada dibawah rentang kendali Kepala Dinas Kesehatan
Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang
Kesehatan;

- Bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar
sebesar Rp. 15.231.714.000,00 dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar
Rp.13.690.757.000,00 dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp.
1.540.957.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
TA 2017 untuk 27 puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara dan untuk
melaksanakan anggaran tersebut, terdakwa selaku Pengguna Anggaran(PA)

menerbitkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara
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Nomor 440/1513b/12-U72017 tanggal 2 Pebruari 2017 tentang Alokasi Dana

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Per Puskesmas Kabupaten Lampung
Utara Tahun 2017 sebagai berikut :

No. Puskesmas Anggaran BOK (Rp)
1 Puskesmas Abungkunang 236.400.000,00
2 Puskesmas Bukit Kemuning 758.580.000,00
3 Puskesmas Batu Nangkop 325.560.000,00
4 Puskesmas Blambangan Pagar 428.100.000,00
5 Puskesmas Bumi Agung 634.424.000,00
6 Puskesmas Cempaka 309.840.000,00
7 Puskesmas Gedung Negara 325.440.000,00
8 Puskesmas Kalibalangan 579.780.000,00
9 Puskesmas Karangsari 250.596.000,00
10 Puskesmas Kemalo Abung 343.800.000,00
11 Puskesmas Ketapang 492.300.000,00
12 Puskesmas Kotabumi 744.000.000,00
13 Puskesmas Kotabumi dua 821.700.000,00
14 Puskesmas Kotabumi udik 366.000.100,00
15 Puskesmas Kubu Hitu 264.540.000,00
16 Puskesmas Madukoro 648.900.000,00
17 Puskesmas Mulyorejo 201.900.000,00
18 Puskesmas Negara Ratu 614.400.000,00
19 Puskesmas Pekurun 269.420.000,00
20 Puskesmas Semuli Raya 541.980.000,00
21 Puskesmas Subik 287.160.000,00
22 Puskesmas Tanjung Raja 565.800.000,00
23 Puskesmas Tata Karya 565.200.000,00
24 Puskesmas Tulang Bawang Baru 425.399.900,00
25 Puskesmas ulak Rengas 372.420.000,00
26 Puskesmas Wonogiri 346.500.000,00

Jumlah 11.720.140.000

- Bahwa Penggunaan Dana BOK Puskesmas sebagaimana dalam Lampiran
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016
Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2017 dapat digunakan untuk berbagai kegiatan
yang diselenggarakan oleh puskesmas dan jaringannya meliputi: 1) Upaya
kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan termasuk pemenuhan
kebutuhan pendukung kegiatan, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama
lintas sektoral serta manajemen puskesmas. Untuk mewujudkan keluarga sehat
maka berbagai kegiatan di puskesmas dilaksanakan melalui strategi
pendekatan keluarga dengan kegiatan keluar gedung (kunjungan rumah) pada
keluarga dan UKBM di wilayah kerjanya dan mengatasi berbagai masalah

kesehatan yang dihadapi di keluarga. 2) Upaya kesehatan masyarakat yang
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P dsllaksanakan c?]%%gTing I%usantara Sehat meliputi pelayanan kesehatan keluar

gedung khususnya untuk menjangkau daerah sulit/terpencil, pemberdayaan
masyarakat, dan inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan
oleh Tim Nusantara Sehat tetap menjadi kesatuan dengan puskesmas dimana
tim tersebut berada. 3) Kegiatan STBM Kegiatan untuk mewujudkan desa
STBM di desa oleh sanitarian/tenaga kesehatan lingkungan puskesmas
meliputi: pemicuan, Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) perilaku
kesehatan, monitoring paska pemicuan, pembuatan dan update peta sanitasi
dan buku kader, kampanye cuci tangan pakai sabun, kampanye higiene sanitasi
sekolah, dan surveilans kualitas air (pra dan paska konstruksi) serta verifikasi
stop buang air besar sembarangan (SBS). Daftar desa STBM (PAMSIMAS)
sebagaimana terlampir. 4) Pengangkatan tenaga kontrak promosi kesehatan di
puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

- Bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2018pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar
Rp. 16.870.751.000,00 dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar
Rp.15.212.557.000,00 dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp.
1.658.194.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
TA 2018 untuk 27 puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara dan untuk
melaksanakan anggaran tersebut, terdakwa selaku Pengguna Anggaran(PA)
menerbitkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Nomor:
440/1343.B/14-LU/2018 2 Februari 2018tentang Alokasi Dana Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) Per Puskesmas Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2018 sebagai berikut :

No Nama Puskesmas Alokasi Dana (Rp)
1 | Puskesmas Abungkunang 375.000.000
2 | Puskesmas Tanjung Raja 803.000.000
3 | Puskesmas Bukit Kemuning 917.190.000
4 | Puskesmas Batu Nangkop 435.000.000
5 | Puskesmas Tata Karya 575.000.000
6 | Puskesmas Madukoro 1.054.352.000
7 | Puskesmas Kubuhitu 355.000.000
8 | Puskesmas Ulak Rengas 425.000.000
9 | Puskesmas Kotabumi Udik 445.500.000

10 | Puskesmas Pekurun 355.000.000
11 | Puskesmas Ogan Lima 525.000.000
12 | Puskesmas Mulyorejo 247.810.000
13 | Puskesmas Subik 425.000.000
14 | Puskesmas Kotabumi 1 885.000.000
15 | Puskesmas Semuli Raya 595.000.000
16 | Puskesmas Tulang Bawang Baru 545.000.000
17 | Puskesmas Bumi Agung 795.000.000
18 | Puskesmas Cempaka 355.000.000
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No Nama Puskesmas Alokasi Dana (Rp)

19 | Puskesmas Wonogiri 414.000.000
20 | Puskesmas Kalibalangan 720.000.000
21 | Puskesmas Blambangan Pagar 550.000.000
22 | Puskesmas Ketapang 675.000.000
23 | Puskesmas Kotabumi 2 960.000.000
24 | Puskesmas Gedung Negara 395.000.000
25 | Puskesmas Negara Ratu 655.705.000
26 | Puskesmas Karang Sari 305.000.000
27 | Puskesmas Kemalo Abung 425.000.000

Jumlah 15.212.557.000

- Bahwa Penggunaan Dana BOK Puskesmas sebagaimana dalam Lampiran
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017
Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2018 dapat digunakan untuk: 1)
Menyelenggarakan kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga meliputi pendataan keluarga secara total coverage, analisis data,
intervensi berbagai masalah kesehatan yang ditemukan serta memelihara dan
mempertahankan kesehatan keluarga secara terintegrasi, 2)
Menyelenggarakan berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat esensial dan
pengembangan di wilayah kerjanya termasuk pelayanan kesehatan di luar
gedung, pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan pemberdayaan
masyarakat, dan kerjasama lintas sektoral. Rincian kegiatan lihat tabel | 3)
Menyelenggarakan  fungsi manajemen  Puskesmas yang meliputi
Perencanaan, Penggerakan Pelaksanaan/Mini lokakarya Puskesmas dan
Pengawasan/Pelaporan/Penilaian kinerja Puskesmas. Menyelenggarakan
Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat
meliputi pelayanan kesehatan keluar gedung khususnya untuk menjangkau
daerah sulit/terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi pelayanan
kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat tetap
menjadi kesatuan dengan kegiatan puskesmas dimana tim tersebut berada. 5)
Menyelenggarakan Kegiatan pemicuan STBM Kegiatan untuk mewujudkan
desa STBM oleh sanitarian/tenaga kesehatan lingkungan puskesmas meliputi:
pemicuan, ldentifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) perilaku kesehatan,
monitoring paska pemicuan, pembuatan dan update peta sanitasi dan buku
kader, kampanye cuci tangan pakai sabun, kampanye hygiene sanitasi
sekolah, dan surveilans kualitas air (pra dan paska konstruksi) serta verifikasi
stop buang air besar sembarangan (SBS). 6) Penyediaan tenaga kontrak
promotor kesehatan di puskesmas yang pengangkatannya dilaksanakan oleh

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
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utusan.mahkamahagung.go.id
P Barlhwa BOK Pugﬁes%ngas dikelola oleh Kepala Puskesmas sebagai Kuasa

Pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu dan untuk

pencairannya, Kepala Puskesmas mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD)
kepada bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan dan setelah disetujuioleh
terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA), Bendahara Pengeluaran Dinas
membuat Surat Perintah Pencairan (SPP) yang ditandatangani oleh
bendahara pengeluaran dinas dan disetujui oleh PPTK,dilanjutkan dengan
penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh
terdakwa selaku Pengguna Anggaran sebagai dasar diterbitkannya SP2D
(Surat Perintah Pencairan Dana) dan setelah dana cair, bendahara
pengeluaran mendistribusikan ke masing-masing bendahara puskesmas
dalam bentuk uang tunai;

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat lagi diingat secara pasti pada
awal tahun 2017, dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala
Dinas dan Pengguna Anggaran yang seharusnya mengawasi penggunaan
Dana BOK Puskesmas tersebut oleh Kepala Puskesmas, memanggil saksi
Novrida Nunyai selaku Bendahara pengeluaran ke ruang kerja terdakwa dan
memerintahkan saksi tersebut untuk melakukan pemotongan dana Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten
Lampung Utara sebesar 10 % dari setiap tahap pencairan dana BOK
Puskesmas sebagaimana tertera dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang
diajukan oleh setiap Puskesmas diluar biaya honor dan biaya yang harus
dibayarkan kepada pihak ketiga;

- Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, sejak Tahun Anggaran 2017 sampai
dengan Tahun Anggaran 2018, saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Kesehatan melakukan pemotongan anggaran 10 %
setiap pencairan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing Puskesmas
yakni:

Tahun Anggaran 2017:

Pencairan Tahap 1

Nilai NPD sotongan "":""ah

No Puskesmas N andoel Nomor Puskes?nas di)t,erirg:m
Puskesmas SP2D SP2D-UP

(Rp) (Rp) Puskesmas
(Rp)

Puskesmas Abung 900/0406/3

! Kunang 17,360,000 0902807 5-LU/2017 1,736,000 15,624,000
Puskesmas Tanjung 900/0406/3

2 Raja 20,916,600 R 0T 5-LU/2017 2,090,000 18,826,600
Puskesmas Bukit 900/0406/3

s Kemuning 29,733,600 09/02/2017 5-LU/2017 2,970,000 26,763,600
Puskesmas Batu 900/0406/3

4 Nangkop 13,856,000 Joi02/2017 5-LU/2017 1,385,000 12,471,000

Halaman 21 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P ItJSO%uTk%?HIf:\s‘%?ahag" Rg-go-id 900/0406/3
s Karya 18,072,800 & 5-LU/2017 1,800,000 16,272,800
6 Ezf:esmas e 25,569,400 02/2017 %?E(?/‘;(())?./? 2,555,000 23,014,400
! Eﬂztiistr:as 13,542,100 09/02/2017 1?38‘;%?93 1,355,000 12,187,100
8 Eiil;zssmas ek 11,700,000 09/02/2017 95‘:—)3(?/;%(]3./73 1,170,000 10,530,000
o Egts:sjﬂiaﬁdik 22,320,000 09/02/2017 iofi?/;%ilf 2,191,500 20,128,500
10 | Puskesmas Pekurun 25,899,000 09/02/2017 2038;%?73 2,080,000 23,819,000
1% II\DATJSI;C?rser}l)aS 18,815,000 09/02/2017 %?E(?/‘;(())?./? 1,310,000 17,505,000
12 | Puskesmas Subik 11,381,250 09/02/2017 E:SOE(_(IJIL;(())?L/? 1,138,000 10,243,250
3 Egts:sjrr:iis 27,327,000 09/02/2017 QSOESIL;(()S/? J&" o 24,597,000
14 || iseiran | 0902017 | ST | 180000 | 1, 067 000
5 E:\kaaensg;n ;;rl—u'ang 56,549,400 09/02/2017 %?E(?/z?)?f 5,595,000 50,954,400
16 igz‘;zsmas e 36,771,000 09/02/2017 %?382?)?./73 3,407,000 33,364,000
1 ZZT]EI(SZ::‘S 19,237,000 09/02/20L7 EJSC—)E(.(IJ/L;%?./? 1,800,000 17,437,000
18 \F/’\;chnk:gsir:as 22,430,000 S 10382(())61/? 2,245,000 20,185,000
19 E:ﬁ;ilsamnan 34,999,200 /022017 %(-)Si(l)/;%i/? 3,440,000 31,559,200
20 gluasriﬁzr:gaasn Pagar 30,686,400 09/02/2017 QS?E(?/;(())?./? 2,888,000 27,798,400
21 E:ts:;?asrr:;as 23,137,400 09/02/2017 ?E(?/z%i/? 2,315,000 20,822,400
22 Ezts:t?jga: 43,462,200 09/02/2017 ?E(%%??s 4,345,000 39,117,200
23 Elij::eslmas N 15,960,800 09/02/2017 %Oﬁgi%ig 1,600,000 14,360,800
24 ng:esmas g 23,761,000 09/02/2017 95(-)382(;?/? 2,375,000 21,386,000
R z:;kesmas arang 4,605,800 09/02/2017 %?E(?/‘;?)ilg 460,000 4,145,800

\] Zglsjl:lzsmas emate 30,791,100 09/02/2017 1?382?)?./73 2,300,000 28,491,100

JUMLAH 614,501,850 58,840,500 555,661,350

Tahap 2

Nilai NPD — J;':':E‘h

No Puskesmas Bendahara Tanggal Nomor Puskesmas diterima

Pus(l;e:)mas SP2D-TU SP2D Rp) Puskesmas
(Rp)

! Ezzz:mas Abune 50,565,000 P %085/(;]62/? 5,056,000 45,509,000
2 ;st:esmas renkna 66,435,000 25/04/2017 95055/2?)?./3 6,640,000 59,795,000
8 EZ:S;T;S B 97,518,200 yo/o42017 95081.12/2%)]2;./73 9,720,000 87,798,200
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Puskesmas Batu 900/2012/3
4 Nangkop 23,020,000 &P 5-LU/2017 2,300,000 20,720,000
Puskesmas Tata 900/2031/3
5 Karya 47,155,400 Re¥04/2017 5-LU/2017 3,945,000 43,210,400
Puskesmas Madu 900/2023/3
6 Koro 62,491,000 25/04/2017 5-LU/2017 6,220,000 56,271,000
Puskesmas 900/2022/3
! Kubuhitu 47,766,000 25/04/2017 5-LU/2017 4,775,000 42,991,000
Puskesmas Ulak 900/2032/3
8 Rengas 38,418,000 25/04/2017 5-LU/2017 3,570,000 34,848,000
Puskesmas 900/2067/3
° Kotabumi Udik 53,490,000 25/04/2017 5-LU/2017 4,978,500 48,511,500
900/2027/3
10 |Puskesmas Pekurun 32,890,000 25/04/2017 5-LU/2017 3,289,000 29,601,000
Puskesmas 900/2024/3
1 Mulyorejo 56,612,000 25/04/2017 5-LU/2017 5,570,000 51,042,000
. 900/2029/3
12 |Puskesmas Subik 40,450,000 25/04/2017 5-LU/2017 4,045,000 36,405,000
13 Ezf:sjgials 71,250,000 25/04/2017 S;OI(_)ileggll/? 7,125,000 64,125,000
14 E:?/l;esmas seml 55,641,000 25/04/2017 %085/(;%2/;3 5,500,000 50,141,000
Puskesmas Tulang 900/5474/3
15 Bawang Baru 160,409,000 24/08/2017 5-LU/2017 15,950,000 144,459,000
Puskesmas Bumi 900/2014/3
16 IAgung 123,694,500 25/04.208 " 5-LU/2017 12,100,000 111,594,500
Puskesmas 900/2015/3
17 25/04 4,27
Cempaka 42,750,000 ) N 5-LU/2017 275,000 38,475,000
Puskesmas 900/2033/3
18 \Wonogiri 36,325,000 Q042017 5-LU/2017 3,412,000 32,913,000
Puskesmas 900/2017/3
19 Kalibalangan 84,087,000 25/04/2017 5-LU/2017 8,345,000 75,742,000
Puskesmas 900/2613/3
20 Blambangan Pagar | 37,930,000 25/04/2017 5-LU/2017 3,700,000 34,230,000
Puskesmas 900/2020/3
21 Ketapang 31,817,000 25/04/2017 5-LU/2017 3,090,000 28,727,000
Puskesmas 900/2066/3
22 ! 25/04/2017 11,675,
Kotabumi 2 116,773,000 5/04/20 5-LU/2017 675,000 105,098,000
23 Z:Zierzmas ceding 42,879,000 25/04/2017 %OE(JZ/(;%)?LE 4,285,000 38,594,000
Puskesmas Negara 900/2025/3
24 Ratu 47,190,000 25/04/2017 5-LU/2017 4,690,000 42,500,000
Puskesmas Karang 900/2018/3
® Sari 45,110,800 25/04/2017 5-LU/2017 4,510,000 40,600,800
Puskesmas Kemalo 900/2019/3
26 IAbung 63,885,000 25/04/2017 5-LU/2017 6,300,000 57,585,000
JUMLAH 1,576,551,900 155,065,500 ;,421,486,40
Tahap 3
Nilai NPD Jumlah yang
Potongan .
No Puskesmas Bendahara Tanggal Nomor Puskesmas diterima
Puskesmas SP2D SP2D (Rp) Puskesmas
(Rp) (Rp)
Puskesmas Abung 900/5483/3
! Kunang 73,680,000 24/08/2017 5-LU/2017 | 6,738,000 66,942,000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp

Halaman 23 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pptusanmahkamahagung.go-id
2 Pu_skesmas Tanjung 20/06/2017 900/3714/3
Raja 19,975,000 2-LU/2017 | 2,000,000 17,975,000
3 E:i:f:ﬁ; B 28,500,000 | 20/06/2017 2?3872%)‘1/73 2,850,000 25,650,000
4 Z:igii?as oA 27575600 | 20/06/2017 2?85/7221/73 2,730,000 24,845,600
° E:f;g s e 96,807,300 | 24082017 ?EJ(-)E(JF)/‘;J?;/? 9,680,000 87,127,300
6 nggesmas (g 34,080,000 | 20/06/2017 2?3372;1/73 3,410,000 30,670,000
! EEZEEistTaS 67,550,000 | 241082017 ?ES?)?? 6,755,000 60,795,000
8 Eeleji:zssmas § 25175000 | 20/08/2017 2?3672%3/73 2,425,000 22,750,000
o Egts:t?eriaLstik 40550000 | 20/06/2017 2?35/72;1/73 4,055,000 36,495,000
10| Puskesmas Pekurun | »q 0y 0go | 20/06/2017 2(-)36/72%)1/73 2,500,000 22,500,000
1 EALLT;;S;}?S 53,037,000 | 24082017 2(.)532311/73 5,213,000 48,724,000
12 | Puskesmas Sublk | ;g 649,350 | 24/08/2017 Z(-)(L)(Jslzizl/? 11,175,000 | 107,474,350
13 ng;tffnrﬁs 24,975,000 | 20/06/2017 2?35/7221/73 2,495,000 22,480,000
14 Egl;esmas semd 55725000 | 24082017 %?35222/73 5,570,000 50,155,000
15 :::v?nsg;n Ba;rzmang 161,200,500 | 4122017 ?5(-)%7/8221/73 16,130,000 | 145,169,500
16 i;ilr(mzsmas e 47,250,000 | 20/06/2017 ?EJ(-)E(JO/;(()JE;/? 4,725,000 42,525,000
17 zz:;:gas 56,190,000 | 24/08/2017 %(_’85/;%?73 5,619,000 50,571,000
18 S\;Jos:s;r:iwas 121,895,000 | 24/08/2017 %?38223/73 12,070,000 | 109,825,000
19 E:ﬁll;:\famn;n 175,852,000 | 24/08/2017 %?332221/73 17,465,000 | 158,387,000
20 FB’IL;SmkEZr:;jn pagar | 51,025,000 | 20/06/2017 %(-)%0/22?73 4,910,000 46,115,000
2 EZ?:;;T;% 57754000 | 24/08/2017 %?362251/73 5,775,000 51,979,000
2 Egts:t?jgua: 31,500,000 | 20/06/2017 %?38‘;%?/73 3,150,000 28,350,000
z ZZZ';TZ% Gedina 15,000,000 | 20/06/2017 %?88;%(1/73 1,350,000 13,650,000
24 E:f: eemas Negara 69,750,000 | 20/06/2017 %?88;%61/73 6,975,000 62,775,000
% z:;kesmas farans 43375200 | 2410812017 %?352231/73 4,335,000 39,040,200
% /ngzizsmas emalo 31,725,000 | 20/06/2017 %?88;%61/73 3,170,000 28,555,000
JUMLAH ) 554,704,950 153,270,000 | 1401:524,950
Tahap 4
Nilai NPD E— J;‘;‘:;h
No Puskesmas e Tanggal Nomor Puskesmas diterima
Pus(l;e’;mas SP2D SP2D (Rp) Puskesmas
(Rp)
! Eﬁii;isgmas Fbuna 73,925,000 /122007 95(?83/2?)11/73 7:152,000 | 66 773,000
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P 'tusarghrsr;;éast%!;es\.m ahagung-go-id 900/5484/3

2 Tanjung Raja 141,235,000 2 V'l 5-LU/2017 14,120,000 127,115,000
8 E:rs'rll(t?:i:gas . 172,825,000 Wp8/2017 950862?)?./73 17,280,000 155,545,000

4 Z:?;T(zrsas o 51,458,200 24/08/2017 9503(.15/22?./73 5,055,000 46,403,200
5 i:f;:smas o 352,219,900 28/11/2017 %083/72321/3 32,180,000 320,039,900

© koo | angonoon | 24082017 | ST | 9330000 | 4y 000

! Eﬁztiistr:as 107,872,000 28/11/2017 %083/72?)1/? 10,600,000 97,272,000

8 ;l;l;eazmas y 75,100,000 24/08/2017 ?'JOIC_)(JS/;Z)?./? 7,510,000 67,590,000

o Egts:t?jrr:ialjdik 75,365,000 24/08/2017 QSOI?(JS/[;?)(J)./? 6,635,500 68,729,500

W E:itijr:n * 98,950,000 24/08/2017 %035/22)21/? 9,105.000 89,845,000

1n ;L::T;srser}:)as 64,338,400 28/11/2017 ?33/72%)3/73 6,433,000 | 57 905,400

12 | Puskesmas Subik 99,194,200 28/11/2017 95035/72%)?/? 9,525,000 89,669,200
13 Egts:k?jrr:ﬁs 125,051,000 24/08/2017 95085/;?)?./73 12,505,000 112,546,000
14 gzﬂ(jisr;;:)sla 281,642,000 281U 95(-)33/723?./? 27,955,000 253,687,000
15 /F;;zlr(wzsmas e 115,350,000 | 2408/2017 ?S(Js/igi/? 10.815,000 1 44 535 000
16 zz:rll(s;:;as 143,078,000 /1112017 S;OI(_)S/?Z%)(:)L/;3 14,025,000 129,053,000
17 S&Josr:(:;il;?as 150,935,000 04/12/2017 95035/2?)?/3 14,780,000 136,155,000
18 E:ﬁll;ée\famnzzm 237,637,800 28/11/2017 95085/7231/73 23,765,000 213,872,800

Puskesmas

19 Efg”;?a”ga” 66,720,000 1071072017 %?85/22%)21/3 71,772,000 | 55 948,000
20 E:ts:;;%as 205,510,000 28/11/2017 9508(.17/72?)1/73 20,550,000 184,960,000
21 Egts:;jrrnnia; 167,602,000 24/08/2017 %OI?(JS/[;(S)?L/? 16,760,000 150,842,000

22 ZueZﬁisgmﬁigara 51,804,000 24/08/2017 1?852211/73 5,180,000 | 46 694 000
Fo E:Zi;(:&sln;ﬁu 176,321,000 24/08/2017 95085/;?)2/? 17,600,000 158,721,000
24 E:f::;rgza 154,529,200 28/11/2017 95088/725)?./;3 15,000,000 139,529,200

25 EZ::IZn;isung 50,681,000 24/08/2017 9503(.15/2?)?./73 3,900,000 46,781,000

JUMLAH 3,332,950,700 325,532,500 3,007,418,200
Tahap 5

I Potongan J;;:I;h

No Puskesmas Bendahara Tanggal Nomor Puskesmas diterima
Pus(l:ps)mas SP2D SP2D (Rp) Puskesmas

(Rp)
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pptusanmahkamahagung.go-id
Puskesmas 900/7737/3
1 Tanjung Raja 180,217,300 R 5-LU/2017 18,020,000 162,197,300
Puskesmas Bukit 900/7731/3
2 Kemuning 187,652,600 mL1/2017 5-LU/2017 17,115,000 170,537,600
Puskesmas Batu 900/7756/3
8 Nangkop 132,537,000 29/11/2017 5-LU/2017 13,160,000 119,377,000
Puskesmas Madu 900/7735/3
4 Koro 246,934,400 28/11/2017 5-LU/2017 24,660,000 222,274,400
Puskesmas Ulak 900/7730/3
28/11/201 10,1
5 Rengas 102,514,000 8/11/2018 5-LU/2017 0,160,000 92,354,000
Puskesmas 900/7865/3
6 Kotabumi Udik 157,190,000 04/12/2017 5-LU/2017 14,395,000 142,795,000
Puskesmas 900/7733/3
l Pekurun 64,551,000 28/11/2017 5-LU/2017 6,455,000 58,096,000
Puskesmas 900/7725/3
8 Kotabumi | 274,496,800 28/11/2017 5-LU/2017 27,450,000 247,046,800
Puskesmas Bumi 900/7729/3
‘ Agung 281,388,500 28/11/2017 5-LU/2017 e 255,073,500
Puskesmas
900/7736/3
10 | Blambangan 37,700,000 28/11/2017 5-LU/2017 3,770,000 33,930,000
Pagar
Puskesmas 900/7860/3
1 Kotabumi 2 236,042,000 04/12/2017 5-LU/2017 23,605,000 212,437,000
Puskesmas 900/7727/3
12 Gedung Negara 92,014,700 28/11/2017 5-LU/2017 9,200,000 82,814,700
Puskesmas 900/7755/3
13 Negara Ratu 236,716,000 20110 5-LU/2017 23,460,000 213,256,000
Puskesmas 900/7863/3
14 Kemalo Abung 159,957,900 04R/2017 5-LU/2017 14,800,000 145,157,900
JUMLAH 2,389,912,200 232,565,000 2,157,347,200
Tahun Anggaran 2018:
Tahap 1
Nilai NPD botonaan ‘]“::ah
Bendahara Tanggal Nomor 9 _y .g
No Puskesmas Puskesmas diterima
Puskesmas SP2D SP2D
®Rp) (Rp) Puskesmas
(Rp)
1 2 3 7 8 10 11=3-10
Puskesmas 79,529,60 900/0993/3
! Abungkunang 0 3/20/2018 5-LU/2018 | 6,716,000 72,813,600
Puskesmas 225,255,50 900/0917/3
2 Tanjung Raja 0 3/19/2018 5-LU/2018 | 22,525,000 202,730,500
3 Puskesmas Bukit 239,849,75 3/7/2018 900/0702/3
Kemuning 0 5-LU/2018 | 23,035,000 216,814,750
Puskesmas Batu 139,197,00 900/0796/3
4 Nangkop 0 3/12/2018 5-LU/2018 | 13,770,000 125,427,000
Puskesmas Tata 149,793,77 900/0944/3
5 Karya 5 3/19/2018 5-LU/2018 | 13,550,000 136,243,775
Puskesmas 337,473,00 900/0881/3
6 Madukoro 0 3/19/2018 5-LU/2018 | 33,285,000 304,188,000
Puskesmas 83,244,90 900/0998/3
/ Kubuhitu 0 3/20/2013 5-LU/2018 | 8,320,000 74,924,900
Puskesmas Ulak 105,827,00 900/0999/3
8 Rengas 0 proge 5-LU/2018 | 8,800,000 97,027,000
Puskesmas 164,990,00 900/0997/3
9 Kotabumi Udik 0 Q2018 5-LU/2018 | 15,829,000 149,161,000
Puskesmas 900/0790/3
10 Pekurun 157,279,000 3/12/2018 5-LU/2018 15,505,000 141,774,000
Puskesmas Ogan 900/0895/3
1 Lima 115,402,000 y19/2018 5-LU/2018 | 19,714,000 95,688,000
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pptusanmahkamahagung.go.id
1 | Puskesmas i “nglébo 3/19/2018 | 900/0884/3
Mulyorejo 0 5-LU/2018 | 7,129,000 76,787,000
) 134,235,70 900/0983/3
13 | Puskesmas Subik 0 811912018 | 5 U018 | 13,420,000 | 120,815,700
Puskesmas 281,640,00 900/0027/3
14 Kotabumi 1 0 3/14/2018 5-LU/2018 | 25,640,000 256,000,000
Puskesmas 113,143,90 900/0791/3
15 Semuli Raya 0 8/12/2018 5-LU/2018 | 11,255,000 101,888,900
Puskesmas
900/0793/3
16 ;Z':j”g Bawang | 5o5 150000 | 122018 | 5 up018 | 25035000 | 230,117,000
Puskesmas Bumi 221,518,00 900/0825/3
1 Agung 0 3/14/2018 5-LU/2018 | 21,050,000 200,468,000
Puskesmas 62,410,00 900/0994/3
1 ! ’ 20/201
8 Cempaka 0 3/20/2018 5-LU/2018 | 6,240,000 56,170,000
Puskesmas 113,082,50 900/0919/3
19 Wonogiri 0 3/19/2018 5-LU/2018 | 11,028,000 102,054,500
Puskesmas 900/0826/3
2! K 14/201
0 Kalibalangan 165,601,000 3/14/2018 5-LU/2018 | 16,530,000 149,071,000
Puskesmas
143,119,20 900/0795/3
21 Efg";?a”ga” 0 311212018 | 5| Ui2018 | 11,890,000 | 131,229,200
Puskesmas 900/0996/3
22 Ketapang 193,813,000 3/20/2018 5-LU/2018 | 16,085,000 177,728,000
Puskesmas 357,601,50 900/0874/3
23 Kotabumi 2 0 8/19/2018 5-LU/2018 | 32,545,000 325,056,500
Puskesmas 110,237,00 900/0995/3
24 Gedung Negara 0 3/20/2018 5-LU/2018 | 9,850,000 100,387,000
Puskesmas 900/0794/3
25 Negara Ratu 179,194,900 8/12/2018 5-LU/2018 | 17,680,000 161,514,900
Puskesmas 900/0792/3
26 Karang Sari 65,218,400 " 5-LU/2018 | 6,300,000 58,918,400
Puskesmas 900/0797/3
21 Kemalo Abung 164,502,000 Jh2igp1s 5-LU/2018 | 14,070,000 150,432,000
Jumlah 4,442,226,625 426,796,000 4,015,430,625
aha
Tahap 2
Nilai NPD Potongan Ju::llah
Bendahara Tanggal Nomor 9 .y _g
No Puskesmas Puskesmas diterima
Puskesmas SP2D SP2D
Rp) (Rp) Puskesmas
(Rp)
1 Puskesmas 175,619,20 6/6/2018 900/1969/3
Abungkunang 0 5-LU/2018 | 13,280,000 162,339,200
5 Pus.kesmas. 179,042,00 6/6/2018 900/1991/3
Tanjung Raja 0 5-LU/2018 | 17,400,000 161,642,000
3 Puskes_mas Bukit 235,917,75 6/6/2018 900/1970/3
Kemuning 0 5-LU/2018 | 22,840,000 213,077,750
4 Puskesmas Batu 125,096,10 6/6/2018 900/1971/3
Nangkop 0 5-LU/2018 | 12,210,000 112,886,100
5 Puskesmas Tata 189,695,30 6/6/2018 900/1992/3
Karya 0 5-LU/2018 | 15,380,000 174,315,300
Puskesmas 163,120,70 900/1984/3
6 Madukoro 0 6/6/2018 5-LU/2018 | 16,250,000 146,870,700
Puskesmas 57,750,00 900/1983/3
! Kububhitu 0 6/6/2013 5-LU/2018 | 5,715,000 52,035,000
Puskesmas Ulak 83,990,00 900/1994/3
8 Rengas 0 0/6/2048 5-LU/2018 | 7,865,000 76,125,000
9 PuskesmAas A 108,850,00 6/6/2018 900/1982/3
Kotabumi Udik 0 5-LU/2018 | 9,775,000 99,075,000
Puskesmas 900/1988/3
101 pekurun 97,877,500 6/6/2018 | g Ui2018 | 9,765,000 88,112,500
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1 P‘uskesmas Ogan 6/6/2018 900/1987/3
Lima 197,143,500 5-LU/2018 | 11,540,000 185,603,500
12 ;TJT;c?fer}Las 7%455‘00 e %(-)36/2251/83 6,418,000 68,037,000
13| Puskesmas Subik 1210'169’20 6/6/2018 %?E&gzilsg 10,595,000 | 110,574,200
14 igf::jgials 111)'130’00 6/6/2018 %?861/2%2/83 8,865,000 105,265,000
5 g::(jisr;:;a 566517'90 6/6/2018 %?352%2/83 5,590,000 50,927,900
Puskesmas
16 ;‘:ﬁ"g Bawang | 149 145,000 6/6/2018 Z(-)(L)S/i%i/sg 10,675,000 | 98,470,000
1 /F:;zlgzsmas e 1576525'00 6/6/2018 ?S&%ﬁlg 15,450,000 142,075,000
18 zifnk,f;?aas 716464'00 6/6/2018 95(-)%1/%1/83 7,085,000 64,379,000
19 \F/)\;los:c?g;sir:;as 886392'50 6/6/2018 ?Eﬁ/z?)i/: 8,560,000 79,832,500
20 EZﬁEZ;mngzn 136,103,000 6/6/2018 95(—)38/2?)?./83 13,385,000 122,718,000
Puskesmas
2 Efgrztr’a”gan 966370'00 6/6/2018 %(-)35/%21/83 9,525,000 86,845,000
2 E:ts:;;:;as 176,783,000 6/6/2018 95(-)86/23)?./83 16,035,000 160,748,000
z ng:ffnr?iaf 1936113’00 SRy, 2?352%11/83 16,285,000 176,828,000
24 EZZEiZmSEgam 686731’00 i ?Eﬁ/%ilss 6,320,000 62,411,000
% ZZZI;?Zn;aastu 207,824,500 6/6/2018 ?Eﬁ/ﬁi/: 20,600,000 187,224,500
% Engﬁsn;if. 70,942,200 6/6/2018 %(-)%1/%71/83 6,855,000 64,087,200
2 iifnk;inlisung 80,872,900 6/6/2018 ?ES/%?L/: 5,885,000 74,987,900
Jumiah 3,437,640,250 310,148,000 | 3,127,492,250
Tahap 3
N“a: ":1PD I Potongan J;;:?h
No Puskesmas F?::k:sni:‘. T;r;g%a Nomor SP2D| Puskesmas diterima
Rp) (Rp) Puskesmas
(Rp)
! iﬂﬁﬁ;iffjng 87,351,200 | 10/11/2018 9035524é§€5- 7,992,000 79,359,200
2 $::jtizm§;a 296,945,000 | 11/7/2018 9038723)71?5- 29,515,000 267,430,000
8 EZ:E:::; B 274,867,500 | 10/11/2018 90365/52?)??5_ 27,105,000 247,762,500
4 Z:i';izrgas oA 187,479,800 | 9/28/2018 903@3?)??5_ 13,625,000 123,854,800
5 E:f;aesmas e 180,147,200 | ~9/28/2018 90362éi§5_ 17,080,000 163,067,200
6 ;L;Sdkuekin:j ° 383,149,400 | 12/27/2018 903()8/2;(;2/;:5- 37,950,000 345,199,400
! EEZEiiStTaS 101,241,000 | 12/27/2018 903822‘(1)??5- 10,000,000 91,241,000

Halaman 28 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P 'tusaghrgééast%!;es\.r&éakha,Jng.go.id H00/6778/35-
8 | Rengas 101,868,200 | 11/7/2018 "\ ;018 | 9,620,000 92,248,200
o Egts:k?eriaLstik 119,605,000 | ~6/28/2018 90362?)2?5_ 11,480,500 | 108,124,500
12 ll\D/ILLIJT)I/(erer}l)aS 73,764,000 | 10/11/2018 90%5/52?)7155_ 6,810,000 66,954,000
13 | Puskesmas Subik 105,456,600 11/7/2018 ;OE/U(SIYZZ)?:S 9,950,000 95,506,600
14 Egts:gjﬂials 334,835,000 | 10/7/2018 9036723351/:5_ 28,398,000 | 306,437,000
15 gzrsr:(lifgzja 157,954,900 | 10/11/2018 9035/52%‘15’5- 15,645,000 | 142,309,900
Puski
16 ;lzanzss:vsvang 112,054,600 | 9/28/2018 903@2@3;/:5- 11085000 4 10680
1 i;zi;zsmas e 325,381,800 | 10/11/2018 903652%11/:5- 31,378,000 | 294,003,800
18 ZZZKEST;S 170,929,500 | 10711/2018 90365/52221/:5_ 16,940,000 | 153,989,500
19 \F/’\;Jos::;r:;as 146,750,000 | 12/27/2018 90363/22225’5_ 14,615,000 | 132,135,000
20 EZZ’E?ZTZ; 351,609,500 | 10/11/2018 903325031?5_ 34,040,000 | 317,569,500
Puskesmas
21 Efgrt;kr)angan 154,925,000 | 10/11/2018 90335222?5' 14205000 | 140,630,000
2 E:ts:;;r:;as 166,654,000 | 9/28/2018 ;036/229155_ 15,760,000 | 150,894,000
z ng:SSrTuaZS 261,121,500 | 12/27/2018 903322211/35- 23,400,000 | 237,721,500
24 EZZﬁisgmﬁigara 144,443,000 | 11/7/2018 ;O(L)/ués/ZJi/:S_ 12,630,000 | 131,813,000
% EZZZ?:?EU 157,285,600 | 9/28/2018 )O(L)ﬁ%ll/:& 15,725,000 | 141,560,600
% E:f;s;n;zi 136,929,400 | 9/28/2018 9033221/35- 13,570,000 | 123,359,400
2 EZZ“;Z%LQ 126,336,600 | 9/28/2018 90539228155' 11,330,000 | 115,006,600
Jumiah 4,609,085,300 439,938,500 | 4,169,146,800
Tahap 4
Nilai NPD F— ‘];':r"';h
No. Puskesmas Bendahara Tanggal Nomor Puskesmas diterima
Pus(k::)mas SP2D SP2D ®Rp) puskesmas
(Rp)
! Ezts:bejnr:ialjdik 25,125,000 1212712018 908322?)?/:5- 2,512,500 22,612,500
2 E:\i’?:gmg;zmang 5,025,000 12/27/2018 9053%?’;’5' 500,000 4,525,000
3 Ezts:;:r?;as 52.725.000 12/27/2018 90883_22‘(1;;/:5' 5,275,000 47,450,000
Jumlah 82,875,000 8,287,500 74,587,500
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utusan.mahkamahagung.go.id
P Barlhwa setegh agngg%r%n Dana BOK masing-masing Puskesmas cair, saksi

Novrida Nunyai melakukan pemotongan secara tunai sebesar 10 % dari
keseluruhan anggaran tersebut diluar biaya honor dan biaya yang harus
dibayarkan kepada pihak ketiga sedangkan sisanya diserahkan secara tunai
kepada masing-masing bendahara Puskesmas dan atas setiap uang anggaran
yang dipotong tersebut, saksi Novrida Nunyai serahkan kepada terdakwa,;

- Bahwa dari hasil pemotongan Dana BOK Puskesmas sebesar 10 % dari setiap
tahap pencairan dari semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung
Utara untuk Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan
oleh saksi Novrida Nunyai atas perintah terdakwa terkumpul sebesar
Rp2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh
tiga ribu lima ratus rupiah)yang seharusnya digunakan untuk operasional
kegiatan masing-masing Puskesmas telah diserahkan kepada terdakwa dan
digunakan untuk kepentingan terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar
Rp2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh
tiga ribu lima ratus rupiah)atau setidak-tidaknya berkisar jumlah tersebut
sesuai dengan perhitungan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung sebagaimana dalam
Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan
Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 dan
2018 Nomor: 1006/PW08/5/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi
Lampung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa dr. Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf selaku
Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung
Utara Nomor: 821.21/172/11/31-LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
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plﬂaurﬁgﬂn@%ta?amgac%gHgﬁ, %gnlggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi

secara pasti pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor
Dinas Kesehatan Lampung Utara Jalan Ganesha Kota Alam Kec. Kotabumi
Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung atau setidak-tidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.46 Tahun
2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,melakukan beberapa perbuatan
yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu
perbuatan berlanjutsebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada
waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas
umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas
umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal
tersebut bukan merupakan utangyang dilakukan terdakwa dari tahun 2017 sampai
dengan tahun 2018 dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara
berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.21/172/11/31-
LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama (Eselon lI-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar
sebesar Rp. 15.231.714.000,00 dengan rincian untuk BOK Puskesmas
sebesar Rp.13.690.757.000,00 dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp.
1.540.957.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
TA 2017 untuk 27 puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara dan
untuk melaksanakan anggaran tersebut, terdakwa selaku Pengguna
Anggaran(PA) menerbitkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung
Utara Nomor 440/1513b/12-LU/2017 tanggal 2 Pebruari 2017 tentang Alokasi
Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Per Puskesmas Kabupaten

Lampung Utara Tahun 2017 sebagai berikut :

No. Puskesmas Anggaran BOK (Rp)
1 Puskesmas Abungkunang 236.400.000,00
2 Puskesmas Bukit Kemuning 758.580.000,00
3 Puskesmas Batu Nangkop 325.560.000,00
4 Puskesmas Blambangan Pagar 428.100.000,00
5 Puskesmas Bumi Agung 634.424.000,00
6 Puskesmas Cempaka 309.840.000,00
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Puskesmas Anggaran BOK (Rp)

7 Puskesmas Gedung Negara 325.440.000,00
8 Puskesmas Kalibalangan 579.780.000,00
9 Puskesmas Karangsatri 250.596.000,00
10 Puskesmas Kemalo Abung 343.800.000,00
11 Puskesmas Ketapang 492.300.000,00
12 Puskesmas Kotabumi 744.000.000,00
13 Puskesmas Kotabumi dua 821.700.000,00
14 Puskesmas Kotabumi udik 366.000.100,00
15 Puskesmas Kubu Hitu 264.540.000,00
16 Puskesmas Madukoro 648.900.000,00
17 Puskesmas Mulyorejo 201.900.000,00
18 Puskesmas Negara Ratu 614.400.000,00
19 Puskesmas Pekurun 269.420.000,00
20 Puskesmas Semuli Raya 541.980.000,00
21 Puskesmas Subik 287.160.000,00
22 Puskesmas Tanjung Raja 565.800.000,00
23 Puskesmas Tata Karya 565.200.000,00
24 Puskesmas Tulang Bawang Baru 425.399.900,00
25 Puskesmas ulak Rengas 372.420.000,00
26 Puskesmas Wonogiri 346.500.000,00

Jumlah 11.720.140.000
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Bahwa Penggunaan Dana BOK Puskesmas sebagaimana dalam Lampiran
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016
Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2017 dapat digunakan untuk berbagai kegiatan
yang diselenggarakan oleh puskesmas dan jaringannya meliputi: 1) Upaya
kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan termasuk pemenuhan
kebutuhan pendukung kegiatan, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama
lintas sektoral serta manajemen puskesmas. Untuk mewujudkan keluarga
sehat maka berbagai kegiatan di puskesmas dilaksanakan melalui strategi
pendekatan keluarga dengan kegiatan keluar gedung (kunjungan rumah) pada
keluarga dan UKBM di wilayah kerjanya dan mengatasi berbagai masalah
kesehatan yang dihadapi di keluarga. 2) Upaya kesehatan masyarakat yang
dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat meliputi pelayanan kesehatan keluar
gedung khususnya untuk menjangkau daerah sulit/terpencil, pemberdayaan
masyarakat, dan inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan
oleh Tim Nusantara Sehat tetap menjadi kesatuan dengan puskesmas dimana
tim tersebut berada. 3) Kegiatan STBM Kegiatan untuk mewujudkan desa
STBM di desa oleh sanitarian/tenaga kesehatan lingkungan puskesmas
meliputi: pemicuan, Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) perilaku
kesehatan, monitoring paska pemicuan, pembuatan dan update peta sanitasi

dan buku kader, kampanye cuci tangan pakai sabun, kampanye higiene
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P sanitasPse%?%,gélang s%rvedllans kualitas air (pra dan paska konstruksi) serta

verifikasi stop buang air besar sembarangan (SBS). Daftar desa STBM
(PAMSIMAS) sebagaimana terlampir. 4) Pengangkatan tenaga kontrak
promosi kesehatan di puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota;

- Bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2018pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar
Rp. 16.870.751.000,00 dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar
Rp.15.212.557.000,00 dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp.
1.658.194.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
TA 2018 untuk 27 puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara dan
untuk melaksanakan anggaran tersebut, terdakwa selaku Pengguna Anggaran
(PA) menerbitkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara
Nomor: 440/1343.B/14-LU/2018 2 Februari 2018 tentang Alokasi Dana
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Per Puskesmas Kabupaten Lampung
Utara Tahun 2018 sebagai berikut :

No Nama Puskesmas Alokasi Dana (Rp)
1 | Puskesmas Abungkunang 375.000.000
2 | Puskesmas Tanjung Raja 803.000.000
3 | Puskesmas Bukit Kemuning 917.190.000
4 | Puskesmas Batu Nangkop 435.000.000
5 | Puskesmas Tata Karya 575.000.000
6 | Puskesmas Madukoro 1.054.352.000
7 | Puskesmas Kubuhitu 355.000.000
8 | Puskesmas Ulak Rengas 425.000.000
9 | Puskesmas Kotabumi Udik 445.500.000

10 | Puskesmas Pekurun 355.000.000
11 | Puskesmas Ogan Lima 525.000.000
12 | Puskesmas Mulyorejo 247.810.000
13 | Puskesmas Subik 425.000.000
14 | Puskesmas Kotabumi 1 885.000.000
15 | Puskesmas Semuli Raya 595.000.000
16 | Puskesmas Tulang Bawang Baru 545.000.000
17 | Puskesmas Bumi Agung 795.000.000
18 | Puskesmas Cempaka 355.000.000
19 | Puskesmas Wonogiri 414.000.000
20 | Puskesmas Kalibalangan 720.000.000
21 | Puskesmas Blambangan Pagar 550.000.000
22 | Puskesmas Ketapang 675.000.000
23 | Puskesmas Kotabumi 2 960.000.000
24 | Puskesmas Gedung Negara 395.000.000
25 | Puskesmas Negara Ratu 655.705.000
26 | Puskesmas Karang Sari 305.000.000
27 | Puskesmas Kemalo Abung 425.000.000

Jumlah 15.212.557.000
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Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017

Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2018 dapat digunakan untuk: 1)
Menyelenggarakan kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga meliputi pendataan keluarga secara total coverage, analisis data,
intervensi berbagai masalah kesehatan yang ditemukan serta memelihara dan
mempertahankan kesehatan keluarga secara terintegrasi, 2)
Menyelenggarakan berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat esensial dan
pengembangan di wilayah kerjanya termasuk pelayanan kesehatan di luar
gedung, pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan pemberdayaan
masyarakat, dan kerjasama lintas sektoral. 3) Menyelenggarakan fungsi
manajemen Puskesmas yang meliputi Perencanaan, Penggerakan
Pelaksanaan/ Mini lokakarya Puskesmas dan Pengawasan /Pelaporan
/Penilaian kinerja Puskesmas. Menyelenggarakan Upaya Kesehatan
Masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat meliputi pelayanan
kesehatan keluar gedung khususnya untuk menjangkau daerah sulit/terpencil,
pemberdayaan masyarakat, dan inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan yang
dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat tetap menjadi kesatuan dengan
kegiatan puskesmas dimana tim tersebut berada. 5) Menyelenggarakan
Kegiatan pemicuan STBM Kegiatan untuk mewujudkan desa STBM oleh
sanitarian/tenaga kesehatan lingkungan puskesmas meliputi: pemicuan,
Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) perilaku kesehatan, monitoring
paska pemicuan, pembuatan dan update peta sanitasi dan buku kader,
kampanye cuci tangan pakai sabun, kampanye hygiene sanitasi sekolah, dan
surveilans kualitas air (pra dan paska konstruksi) serta verifikasi stop buang air
besar sembarangan (SBS). 6) Penyediaan tenaga kontrak promotor kesehatan
di puskesmas yang pengangkatannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota;

- Bahwa BOK Puskesmas dikelola oleh Kepala Puskesmas sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu dan untuk
pencairannya, Kepala Puskesmas mengajukan permintaan dana (NPD)
kepada bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan dan setelah disetujuioleh
terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA), Bendahara Pengeluaran Dinas
membuat Surat Perintah Pencairan (SPP) yang ditandatangani oleh
bendahara pengeluaran dinas dan disetujui oleh PPTK,dilanjutkan dengan
penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh

terdakwa selaku Pengguna Anggaran sebagai dasar diterbitkannya SP2D
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P (Surat Peﬂ]ntahg Pegngairan Dana) dan setelah dana cair, bendahara

pengeluaran mendistribusikan ke masing-masing bendahara puskesmas
dalam bentuk uang tunai;

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat lagi diingat secara pasti pada
awal tahun 2017, terdakwa memanggil saksi Novrida Nunyai selaku
Bendahara pengeluaran ke ruang kerja terdakwa dan memerintahkan saksi
tersebut untuk melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) sebesar 10 % dari setiap tahap pencairan dana BOK sebagaimana
tertera dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh setiap
Puskesmas diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak

ketiga;

- Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, sejak Tahun Anggaran 2017 sampai
dengan Tahun Anggaran 2018, saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Kesehatan melakukan pemotongan anggaran 10 %
setiap pencairan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing Puskesmas
yakni:

Tahun Anggaran 2017:

Pencairan Tahap 1
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Nilai NPD S J;:,Eh

No Puskesmas Bendahara Tanggal Nomor Puskesmas diterima
Pus(l:ps)mas SP2D SP2D-UP (Rp) Puskesmas

(Rp)

. Eﬁzl;(;sgmas Abung 17360000 | 09/02/2017 DA | 1,736,000 15,624,000
2 ;‘;js:esmas Tanjung 20016600 | 090212017 %?Eﬁ’;;%i’f 2,090,000 18,826,600
3 Ez:f:ir:: ) 29,733,600 | 09022017 %?88;?)?/73 2,970,000 2R
3 E:f}lf;smas Tata 18.072.800 09/02/2017 ?5(-)3()0/;(()3/73 1,800,000 16,272,800
6 ng:esmas Madu 25560400 | 0910212017 95(_)38‘;%?/73 2,555,000 23,014,400
! Eﬁzﬁiiﬁ”as 13542100 | 091022017 ?Ei?/é?)ig 135000 12,187,100
8 EZi‘;ZSSmaS Ulak 11700000 | 091022017 %?88;%(1/73 1,170,000 10,530,000
9 Egts:t?jrr:iajdik 22320000 | 09022017 ?E(JO/;%?? 2191500 20.126,500
10 | Puskesmas Pekurun 25,899,000 09/02/2017 %Ofﬁ)/;%i? 2,080,000 23,819,000
1 ;lj;sfer}:nas 18815000 | 09022017 %?ESL;%?L/? 1,310,000 17,505,000
12 | Puskesmas Subik | |\ 4o\ ooq | 0910212017 %?Eﬁ’é%i’f 1,138,000 10,243,250
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13 ng:gjgﬁs 27397000 | 0900212017 %(_)38‘;%?/73 2,730,000 24,597,000
14 zii';esmas Semuli 15617800 | 0900212017 %?Eﬁ’é%‘i’? 1,560,000 14,057,800
15 ::jvk:n?g;z“'a”g s6.540400 | 0910272017 %(_’88;%?73 5,595,000 50,054,400
16 Z;z':;smas Bumi 36771000 | 0910272017 ?Eﬁ’;%i’f 3,407,000 33,364,000
17 z:i:‘szgas 10237000 | 0910212017 %(_)(L)/S/‘;%i/? 1,800,000 17,437,000
18 \'7\;’05::;’:&5 22430000 | 0900212017 %?38223/73 2,245,000 20,185,000
19 E:ﬁgg;mngzn a4.999.200 | 09/02/2017 %?Eﬁ’;;%i’? 3,440,000 31,550,200
20 gffn'iﬁjn”;fn pagar | 30,686,400 | 09022017 %?38;?)?/73 2,888,000 27,798,400
21 E:f’::;:;as 23137400 | 09/0212017 2?33;%61/73 2,315,000 20,822,400
22 Eﬁf;ﬁjﬂ,aj 43462200 | 091022017 %E’f@;%i’? 4,345,000 39,117,200
23 E‘;Z‘;fzmas Gedung 15960800 | 0900212017 %?Eﬁ’é%i’f 1,600,000 14,360,800
24 ;:f:esmas Negara 23761000 | 090212017 %?E{%%i’? 2,375,000 21,386,000
25 Z:;kesmas Karang seosgoo | 0910272017 95(_’38‘;%?/73 460,000 4,145,800
26 igzizsmas Kemalo 20791100 | 09102/2017 ?ES‘;%?’? 2,300,000 28,491,100
JUMLAH 614,501,850 58,840,500 | 555,661,350
Tahap 2
Nilai NPD — ";’:I:';‘h
No Puskesmas ey ansast Nomor Puskesmas diterima
Puskesmas | SP2D-TU SP2D
®Rp) (Rp) Puskesmas
(Rp)

! Eﬂiﬁzmas “R 50,565,000 | 20412017 %?85/%2? 5.096.000 | 45 509,000

2 Z:js: ’ dnda 66,435,000 | 2510412017 ?ES%%?? 6,640,000 | 54 705 000

8 E::f;:: B 97518200 | 220412017 %(-)85/2%)11/73 9.720,000 | o7 798 200

4 ZiiZiZnSas o 23,020,000 | 2510412017 %?Eﬁ%i? 2,300,000 | 5 750,000

5 E:f;: smas e 47,155,400 | 25/0412017 95?862%11/73 3,945,000 | 43 510,400

6 izfgesmas eds 62,491,000 | 250412017 %?85/%31? 6.220.000 | 56 571,000

7  [Puskesmas Kubuhitu 47,766,000 25/04/2017 95085/(;%21? 4,775,000 42,991,000

8 E:il;?smas e 3ga18000 | 220412017 95(-)8(12/2%21? 3,570,000 | 5, 848,000

o LPJLthSkk Femas Kotabum 53490000 | 22/04/2017 %?E(JZ/Z?)ZE 4978500 | 40511 500

10 |Puskesmas Pekurun 32,890,000 25/04/2017 95085/2%71/? 3,289,000 29,601,000

11 |Puskesmas Mulyorejo 56,612,000 25/04/2017 2085/231/73 5,570,000 51,042,000
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40,450,000 'y 95(-)85/2%?[/73 4,045,000 36,405,000
13 IPUSkesmas orabum 71,250,000 3412017 95?85/231/3 7,125,000 64,125,000
14 ;:jlzesmas semdl 55,641,000 25/04/2017 95(?85/2%?./? 5,500,000 50,141,000
15 g:\?vlfnsggzrzmang 160,409,000 24/08/2017 %986221/73 15,950,000 144,459,000
16 igzﬁzsmas "R 123,694,500 25/04/2017 ?Eﬁ/gtif 12,100,000 111,594,500
17 |Puskesmas Cempaka 42,750,000 25/04/2017 95085/2%)51/73 4,275,000 38,475,000
18 |Puskesmas Wonogiri 36,325,000 25/04/2017 950862%31? 3,412,000 32,913,000
19 E:ﬁgzzmngjm 84,087,000 25/04/2017 %985/2%)1/3 8,345,000 75,742,000
¥ g:;SmkEZT;asn Pagar 37,930,000 25/04/2017 95085/62%)\?? 3,700.000 34,230,000
21 |Puskesmas Ketapang 31,817,000 25/04/2017 2085/2%2/73 3,090,000 28,727,000
22 EUSkesmas otabum 116,773,000 25/04/2017 ?EJ(-)E(JZI(;%?./? 11,675,000 105,098,000
23 IF\)IZZI;TZmas Gedne 42,879,000 25/04/2017 95?85/2%)?./3 4,285,000 38,594,000
24 E:f:esmas g 47,190,000 25/04/20 95?55/2%?./73 4,690,000 42,500,000
2 gzzkesmas rarang 45,110,800 S e 95085/2%3/? 4,510,000 40,600,800
26 igzl:zjsmas emale 63,885,000 /0412017 %(-)E(JZI(;](-)?/??’ 6,300,000 57,585,000
JUMLAH 1,576,551,900 155,065,500 1,421,486,400
Tahap 3
Nilai NPD Potongan ‘];‘:;'gh
No Puskesmas Bendahara Tanggal Nomor Puskesmas diterima
Pus(l:ps)mas SP2D SP2D (Rp) Puskesmas
(Rp)
! Eﬂf\zizmas Aoune 73,680,000 24/08/2017 95(-)35/‘;?)?./73 6,738,000 66,942,000
R E;js:esmas fenng 19,975,000 20/06/2017 2?3372]6‘]1./73 2,000,000 17,975,000
\ E::j:ir:ss ot 28,500,000 20/06/2017 92?35’/72](;1/73 2,850,000 25,650,000
4 El:ilg;izrgas e 27,575,600 20/06/2017 92(—)85/72](_)1/;3 2,730,000 24,845,600
5 E:f;aesmas o 96,807,300 24/08/2017 95(33()5/‘;2?1/73 9,680,000 87,127,300
6 nggesmas Med 34,080,000 20/06/2017 2(—)85’/72](51/;3 3,410,000 30,670,000
! EEZEf]istr:as 67,550,000 24/08/204F 95(-)35/‘;?)?/73 6,755,000 60,795,000
8 EiiZZimas ek 25,175,000 go/oeRo17 2?3672](.)1/73 2,425,000 22,750,000
9 E(l;ts:k?jrr:iaildik 40,550,000 20109017 2(-)3372]6‘]1./73 4,055,000 36,495,000
10| Puskesmas Pekurun |, 15 ggg | 20/06/2017 2(-)85/7221/73 2,500,000 22,500,000
11 | Puskesmas 24/08/2017 | 900/5481/3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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859 500

Mulyorejo 5-LU/2017 ] 5,213,000 48,724,000
12| Puskesmas Sublk | 1,4 649,350 | 24/08/2017 2?362?121/73 11,175,000 | 107,474,350
13 Egts:t?jrr:ﬁs 24,975,000 | 20/06/2017 2?35/72%)1/73 2,495,000 22,480,000
4 E:izesmas sem! 55,725,000 | 2408/2017 ?332291/73 5,570,000 50,155,000
15 E:@fn? ggrzmang 161,200,500 | C412/2017 %(-)83/221/73 16,130,000 | 145,169,500
16 i;iizsmas R 47,250,000 | 20/06/2017 %?38;%[1/73 4,725,000 42,525,000
17 zz:s:gas 56,100,000 | 24/08/2017 %?ES;%?’? 5,619,000 50,571,000
13 S&Jos::;?as 121,895,000 | 24/08/2017 %?35223/73 12,070,000 | 109,825,000
19 EZﬁEiTaTSZn 175,852,000 | 24082017 95(-)35)/2?)?/73 17,465,000 | 158,387,000
20 Efrﬁfgasn Pagar |51,025000 | 20/06/2017 Z?E/UO/;(()J?L/? 4,910,000 46,115,000
2 E:ts:;;r:gas 57754000 | 24/08/2017 ?Eﬁ/‘;gi/? 5,775,000 51,979,000
2 Egts:t?jguazs 31,500,000 | 20/06/2017 %?Eﬁ)/‘;%i/? 3,150,000 28,350,000
z Zizlfrzmas Gedng 15,000,000 | 20/06/2017 ZC-)E(JO/;%T? 1,350,000 13,650,000
24 E:f: Fomas Negara 69,750,000 | 20/06/2017 %(—)(L)(JO/;?E/? 6,975,000 62,775,000
2 ziﬁkesmas farang 43375200 | 2410812017 %(-)352331/73 4,335,000 39,040,200
26 iﬂﬁrkffmas emalo 31,725,000 | 20/06/2017 %(-)88;%?/73 3,170,000 28,555,000
JUMLAH ) 554,704,950 153,270,000 | 1401:524,950
Tahap 4
Nilai NPD Potongan J;':;E‘h
No Puskesmas Bendahara Tanggal Nomor Puskesmas diterima
Pus(l;eps)mas SP2D SP2D Rp) Puskesmas
900/7861/ "
! Eﬂf\;izmas A 73025000 | 04122017 Lufz‘r’(; . 7.152.000 | 66 773 000
p | Puskesmas Tanjung 24/08/2017 90055‘-184/ 14,120,000
Raja 141,235,000 U017 2 127,115,000
. 900/54807
8 E:rsr:(Ue;TS B 172,825,000 | 24/08/2017 LU?ZSC_) . 17,280,000 | ;55 545 000
900/54797
4 Z;zZiin;as e 51458200 | 24082017 LU?ZS(-J . 5.085,000 | 45 403,200
900/7722/
5 E:f;: smas e 352,210,000 | 28/11/2017 LU:/325C-) ). 32,180,000 | 354 039,900
900/54697
6 E(l;il;esmas e 03,607,000 | 24082017 Lufz‘r’(; . 9.330.000 | g4 577,000
7 | Puskesmas 28/11/2017 900;75?24/ 10,600,000
Kubuhitu 107,872,000 LUo17 000, 97,272,000
900/5475/
8 EZ?ZZSsmaS e 75,100,000 | 24/08/2017 LU?ZSC_) . 7,510,000 | &7 560,000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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79 900/5460/
9 A 24/08/2017 35- 6,635,500
Kotabumi Udik 75,365,000 LU/2017 68,729,500
900/5472/
10 | Puskesmas Pekurun 98,950,000 24/08/2017 35- 9,105,000 89,845,000
LU/2017
Puskesmas 90077719/
11 . 28/11/2017 35- 6,433,000
Mulyorejo 64,338,400 LU/2017 57,905,400
900/7718/
12 | Puskesmas Subik 99,194,200 28/11/2017 35- 9,525,000 89,669,200
LU/2017
Puskesmas 900/5466/
13 ) 24/08/2017 35- 12,505,000
Kotabumi | 125,051,000 LU/2017 112,546,000
Puskesmas Semuli 90077726/
14 28/11/2017 35- 27,955,000
Raya 281,642,000 LU/2017 253,687,000
Puskesmas Bumi 900/5464/
15 24/08/2017 35- 10,815,000
Agung 115,350,000 LU/2017 104,535,000
Puskesmas 900777201
16 28/11/2017 35- 14,025,000
Cempaka 143,078,000 LU/2017 129,053,000
Puskesmas 900/285%
17 - 04/12/2017 35- 14,780,000
Wonogiri 150,935,000 LU/2017 136,155,000
Puskesmas il
18 . 28/11/2017 35- 23,765,000
Kalibalangan 237,637,800 LU/2017 213,872,800
Puskesmas Po/6212f
19 10/10/2017 35- 7,772,000
Blambangan Pagar 66,720,000 LU/2017 58,948,000
Puskesmas 90077732/
20 28/11/2017 35- 20,550,000
Ketapang 205,510,000 LU/2017 184,960,000
Puskesmas 900/5467/
21 Kotabumi 2 167,602,000 24/08/2017 35- 16,760,000 150,842,000
LU/2017
900/5461/
Puskesmas Gedung
22 24/08/2017 35- 5,180,000
Negara 51,804,000 LU/2017 46,624,000
Puskesmas Negara 900/5470/
23 24/08/2017 35- 17,600,000
Ratu 176,321,000 LU/2017 158,721,000
Puskesmas Karang 90077728/
24 : 28/11/2017 35- 15,000,000
Sari 154,529,200 LU/2017 139,529,200
Puskesmas Kemalo 900/5485/
25 24/08/2017 35- 3,900,000
Abung 50,681,000 LU/2017 46,781,000
JUMLAH 3,332,950,700 325,532,500 3,007,418,200
Tahap 5
Nilai NPD botonaan J”:;'ah
Bendahara Tanggal Nomor 9 .y _g
No Puskesmas Puskesmas diterima
Puskesmas SP2D SP2D
(Rp) (Rp) Puskesmas
(Rp)
Puskesmas Tanjung 900/7737/3
! Raja 180,217,300 26/17017 5-LU/2017 18,020,000 162,197,300
Puskesmas Bukit 900/7731/3
2 Kemuning 187,652,600 §/11/2017 5-LU/2017 17,115,000 170,537,600
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Puskesmas Batu 900/7756/3
8 Nangkop 132,537,000 Ry 5-LU/2017 13,160,000 119,377,000
Puskesmas Madu 900/7735/3
4 Koro 246,934,400 mL1/2017 5-LU/2017 24,660,000 222,274,400
Puskesmas Ulak 900/7730/3
5 Rengas 102,514,000 28/11/2018 5-LU/2017 10,160,000 92,354,000
Puskesmas 900/7865/3
6 Kotabumi Udik 157,190,000 04/12/2017 5-LU/2017 14,395,000 142,795,000
900/7733/3
7 Puskesmas Pekurun 64,551,000 28/11/2017 5-LU/2017 6,455,000 58,006,000
Puskesmas 900/7725/3
8 Kotabumi | 274,496,800 28/11/2017 5-LU/2017 27,450,000 247,046,800
Puskesmas Bumi 900/7729/3
9 Agung 281,388,500 28/11/2017 5-LU/2017 26,315,000 255,073,500
Puskesmas 900/7736/3
10 Blambangan Pagar 37,700,000 28/11/2017 5-LU/2017 3,770,000 33,930,000
Puskesmas 900/7860/3
o Kotabumi 2 236,042,000 04/12/2017 5-LU/2017 23,00 28 212,437,000
Puskesmas Gedung 900/7727/3
12 Negara 92,014,700 28/11/2017 5-LU/2017 9,200,000 82,814,700
Puskesmas Negara 900/7755/3
13 Ratu 236,716,000 29/11/2017 5-LU/2017 23,460,000 213,256,000
Puskesmas Kemalo 900/7863/3
14 Abung 159,957,900 04/12/2017 5-LU/2017 14,800,000 145,157,900
JUMLAH 2,389,912,200 232,565,000 2,157,347,200
Tahun Anggaran 2018:
Tahap 1
L) Potongan Ju::ah
Bendahara Tanggal Nomor 9 _y _g
No Puskesmas Puskesmas diterima
Puskesmas SP2D SP2D
Rp) (Rp) Puskesmas
(Rp)
1 2 3 7 8 10 11=3-10
Puskesmas 79,529, 900/0993/3
! Abungkunang 600 3/20/2018 5-LU/2018 | 6,716,000 72,813,600
Puskesmas Tanjung 225,255, 900/0917/3
2 Raja 500 3/19/2018 5-LU/2018 | 22,525,000 202,730,500
3 PuskesAmas Bukit 239,849, 3/7/2018 900/0702/3
Kemuning 750 5-LU/2018 | 23,035,000 216,814,750
Puskesmas Batu 139,197, 900/0796/3
4 Nangkop 000 3/12/2018 5-LU/2018 | 13,770,000 125,427,000
Puskesmas Tata 149,793, 900/0944/3
3 Karya 775 3/19/2018 5-LU/2018 | 13,550,000 136,243,775
Puskesmas 337,473, 900/0881/3
6 Madukoro 000 3/19/2018 5-LU/2018 | 33,285,000 304,188,000
Puskesmas 83,244, 900/0998/3
! Kubuhitu 900 3/20/2018 5-LU/2018 | 8,320,000 74,924,900
Puskesmas Ulak 105,827, 900/0999/3
8 Rengas 000 3/20/2018 5-LU/2018 | 8,800,000 97,027,000
Puskesmas 164,990, 900/0997/3
o Kotabumi Udik 000 3/20/2018 5-LU/2018 | 15,829,000 149,161,000
900/0790/3
10 | Puskesmas Pekurun | ;57 579 000 | 3122018 | 5 um018 | 15,505,000 | 141,774,000
Puskesmas Ogan 900/0895/3
1 Lima 115,402,000 % AR 5-LU/2018 | 19,714,000 95,688,000
Puskesmas 83,916, 900/0884/3
12 Mulyorejo 000 3/T9go18 5-LU/2018 | 7,129,000 76,787,000
) 134,235, 900/0983/3
13| Puskesmas Subik 700 311902018 | 5 U018 | 13,420,000 | 120,815,700
14 | Puskesmas 281,640, 3/14/2018 | 900/0027/3
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Kotabumi 1 00~ 5-LU/2018 [ 25,640,000 256,000,000
Puskesmas Semuli 113,143, 900/0791/3
15 Raya 900 P8 5-LU/2018 | 11,255,000 101,888,900
Puskesmas Tulang 900/0793/3
16 Bawang Baru 255,152,000 3/12/2018 5-LU/2018 | 25,035,000 230,117,000
Puskesmas Bumi 221,518 900/0825/3
17 ! ! 14/201
Agung 000 3/14/2018 5-LU/2018 | 21,050,000 200,468,000
Puskesmas 62,410, 900/0994/3
18 Cempaka 000 3/20/2018 5-LU/2018 | 6,240,000 56,170,000
Puskesmas 113,082, 900/0919/3
19 Wonogiri 500 3/19/2018 5-LU/2018 | 11,028,000 102,054,500
Puskesmas 900/0826/3
20 Kalibalangan 165,601,000 3/14/2018 5-LU/2018 | 16,530,000 149,071,000
Puskesmas 143,119, 900/0795/3
2 Blambangan Pagar 200 3/12/2018 5-LU/2018 | 11,890,000 131,229,200
Puskesmas 900/0996/3
22 Ketapang 193,813,000 3/20/2018 5-LU/2018 | 16,085,000 177,728,000
Puskesmas 357,601, 900/0874/3
23 Kotabumi 2 500 3/19/2018 5-LU/2018 | 32,545,000 325,056,500
Puskesmas Gedung 110,237, 900/0995/3
24 20/201.
Negara 000 3/20/2018 5-LU/2018 | 9,850,000 100,387,000
Puskesmas Negara 900/0794/3
25 Ratu 179,194,900 3/12/2018 5-LU/2018 | 17,680,000 161,514,900
Puskesmas Karang 900/0792/3
26 Sari 65,218,400 3/12/2018 5-LU/2018 | 6,300,000 58,918,400
Puskesmas Kemalo 900/0797/3
21 Abung 164,502,000 3/12/2018 5-LU/2018 | 14,070,000 150,432,000
Jumlah 4,442,226,625 426,796,000 4,015,430,625
Tahap 2
Nilai NPD ootongan "“:r‘"ah
Bendahara Tanggal Nomor 9 _y _g
No Puskesmas Puskesmas diterima
Puskesmas SP2D SP2D
®Rp) (Rp) Puskesmas
(Rp)
1 Puskesmas 175,619, 6/6/2018 900/1969/3
Abungkunang 200 5-LU/2018 | 13,280,000 162,339,200
2 Pu§kesmas Tanjung 179,042, 6/6/2018 900/1991/3
Raja 000 5-LU/2018 | 17,400,000 161,642,000
3 Puskes.mas Bukit 235,917, 6/6/2018 900/1970/3
Kemuning 750 5-LU/2018 | 22,840,000 213,077,750
4 Puskesmas Batu 125,096, 6/6/2018 900/1971/3
Nangkop 100 5-LU/2018 | 12,210,000 112,886,100
5 Puskesmas Tata 189,695, 6/6/2018 900/1992/3
Karya 300 5-LU/2018 | 15,380,000 174,315,300
Puskesmas 163,120, 900/1984/3
g Madukoro 700 6/6/2018 5-LU/2018 | 16,250,000 146,870,700
Puskesmas 57,750, 900/1983/3
! Kubuhitu 000 6/6/2018 5-LU/2018 | 5,715,000 52,035,000
Puskesmas Ulak 83,990, 900/1994/3
8 Rengas 000 6/6/2018 5-LU/2018 | 7,865,000 76,125,000
9 Puskesm_as _ 108,850, 6/6/2018 900/1982/3
Kotabumi Udik 000 5-LU/2018 | 9,775,000 99,075,000
900/1988/3
10 | Puskesmas Pekurun | o, 077 50g | 6/6/2018 | | 12018 | 9,765,000 88,112,500
Puskesmas Ogan 900/1987/3
1 Lima 197,143,500 O/6/28L8 5-LU/2018 | 11,540,000 185,603,500
Puskesmas 74,455, 900/1985/3
12 Mulyorejo 000 6iolp18 5-LU/2018 | 6,418,000 68,037,000
. 121,169, 900/1990/3
13 | Puskesmas Subik 200 6/6/2018 | 5| U018 | 10,595,000 | 110,574,200
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14 Puskesmas 114,130, 6/6/2018 900/1980/3
Kotabumi 1 000 5-LU/2018 | 8,865,000 105,265,000
Puskesmas Semuli 56,517, 900/1989/3
15 Raya 900 We6/2018 5-LU/2018 | 5,590,000 50,927,900
Puskesmas Tulang 900/1993/3
16 Bawang Baru 109,145,000 6/6/2018 5-LU/2018 | 10,675,000 98,470,000
Puskesmas Bumi 157,525, 900/1973/3
1 Agung 000 6/6/2018 5-LU/2018 | 15,450,000 142,075,000
Puskesmas 71,464 900/1974/3
1 ! ! 201
8 Cempaka 000 6/6/2018 5-LU/2018 | 7,085,000 64,379,000
Puskesmas 88,392, 900/1995/3
19 Wonogiri 500 6/6/2018 5-LU/2018 | 8,560,000 79,832,500
Puskesmas 900/1976/3
2 Kalibalangan 136,103,000 6/6/2018 5-LU/2018 | 13,385,000 122,718,000
Puskesmas 96,370, 900/1972/3
2t Blambangan Pagar 000 6/6/2018 5-LU/2018 | 9,525,000 86,845,000
Puskesmas 900/1979/3
\a Ketapang 176,783,000 6/6/2018 5-LU/2018 | 16,035,000 160,748,000
Puskesmas 193,113, 900/1981/3
23 Kotabumi 2 000 6/6/2018 5-LU/2018 | 16,285,000 176,828,000
Puskesmas Gedung 68,731, 900/1975/3
24 Negara 000 6/6/2018 5-LU/2018 | 6,320,000 62,411,000
Puskesmas Negara 900/1986/3
25 Ratu 207,824,500 6/6/2018 5-LU/2018 | 20,600,000 187,224,500
Puskesmas Karang 900/1977/3
26 Sari 70,942,200 6/6/201% 5-LU/2018 | 6,855,000 64,087,200
Puskesmas Kemalo 900/1978/3
27 2
Abung 80,872,900 b 5-LU/2018 | 5,885,000 74,987,900
Jumlah
3,437,640,250 310,148,000 3,127,492,250
Tahap 3
LT Potongan J;::jh
Puskesmas Bendahara Tanggal Nomor SP2D| Puskesmas diterima
Puskesmas SP2D
®Rp) (Rp) Puskesmas
(Rp)
Puskesmas 87,351,2 D00/5548/35-
Abungkunang 00 10/11/2018 LU/2018 7,992,000 79,359,200
Pu_skesmas Tanjung 296,945,0 11/7/2018 D00/6777/35-
Raja 00 LU/2018 29,515,000 267,430,000
Puskesmas Bukit 274,867,5 D00/5549/35-
Kemuning 00 10/11/2018 LU/2018 27,105,000 247,762,500
Puskesmas Batu 137,479,8 0/28/2018 D00/4945/35-
Nangkop 00 LU/2018 13,625,000 123,854,800
Puskesmas Tata 180,147,2 D00/4942/35-
Karya 00 9/28/2018 LU/2018 17,080,000 163,067,200
Puskesmas 383,149,4 D00/8249/35-
Madukoro 00 1212712018 LU/2018 37,950,000 345,199,400
Puskesmas 101,241,0 D00/8248/35-
Kubuhitu 00 1212712018 LU/2018 10,000,000 91,241,000
Puskesmas Ulak 101,868,2 D00/6778/35-
Rengas 00 =l LU/2018 9,620,000 92,248,200
Puskesm'as ' 119,605,0 0/28/2018 D00/4940/35-
Kotabumi Udik 00 LU/2018 11,480,500 108,124,500
Puskesmas 73,764,0 D00/5547/35-
Mulyorejo 00 10/11/2018 LU/2018 6,810,000 66,954,000
) 105,456,6 D00/6776/35-
Puskesmas Subik 00 1712018 17 2018 | 9,950,000 | 95,506,600
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Puskesmas 334,835,0 10/7/2018 D00/6775/35-
Kotabumi 1 00 LU/2018 28,398,000 306,437,000
Puskesmas Semuli 157,954,9 D00/5554/35-
Raya 00 ¥0/11/2018 LU/2018 15,645,000 142,309,900
Puskesmas Tulang 0/28/2018 D00/4943/35-
Bawang Baru 112,054,600 LU/2018 11,085,000 100,969,600
Puskesmas Bumi 325,381,8 D00/5551/35-
Agung 00 10/11/2018 LU/2018 31,378,000 294,003,800
Puskesmas 170,929,5 D00/5552/35-
! ’ 10/11/201
Cempaka 00 0/11/2018 LU/2018 16,940,000 153,989,500
Puskesmas 146,750,0 D00/8250/35-
Wonogiri 00 1212712018 LU/2018 14,615,000 132,135,000
Puskesmas D00/5553/35-
Kalibalangan 351,609,500 10/11/2018 LU/2018 34,040,000 317,569,500
Puskesmas 154,925,0 D00/5550/35-
Blambangan Pagar 00 10/11/2018 LU/2018 14,295,000 140,630,000
Puskesmas D00/4939/35-
Ketapang 166,654,000 9/28/2018 LU/2018 15,760,000 150,894,000
Puskesmas 261,121,5 D00/8251/35-
Kotabumi 2 00 12/2712018 LU/2018 23,400,000 237,721,500
Puskesmas Gedung 144,443,0 11/7/2018 D00/6774/35-
Negara 00 LU/2018 12,630,000 131,813,000
Puskesmas Negara D00/4941/35-
Ratu 157,285,600 9/28/2018 LU/2018 15,725,000 141,560,600
Puskesmas Karang D00/4944/35-
Sari 136,929,400 928288 LU/2018 13,570,000 123,359,400
Puskesmas Kemalo 9/28/2018 D00/4938/35-
Abung 126,336,600 LU/2018 11,330,000 115,006,600
Jumiah 3'609'085’30 439,938,500 | 4,169,146,800
Tahap 4
Nilai NPD sotondan J“;"'ah
Bendahara Tanggal Nomor 9 _y .g
No. Puskesmas Puskesmas diterima
Puskesmas SP2D SP2D
®Rp) (Rp) Puskesmas
(Rp)
Puskesmas 900/8245/35-
! Kotabumi Udik 25,125,000 12/27/2018 LU/2018 2,512,500 22,612,500
Puskesmas Tulang 900/8246/35-
2 Bawang Baru 5,025,000 12/27/2018 LU/2018 500,000 4,525,000
Puskesmas 900/8244/35-
3 Ketapang 52,725,000 12/27/2018 LU-2018 5,275,000 47,450,000
Jumlah 82,875,000 8,287,500 74,587,500

- Bahwa setelah anggaran masing-masing Puskesmas cair, saksi Novrida
Nunyai melakukan pemotongan secara tunai sebesar 10 % dari keseluruhan
anggaran tersebut diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada
pihak ketiga sedangkan sisanya diserahkan secara tunai kepada masing-
masing bendahara Puskesmas dan atas setiap uang anggaran yang dipotong
tersebut, saksi Novrida Nunyai serahkan kepada terdakwa dan digunakan

untuk kepentingan terdakwa;
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P Barlhwa per uatar%] terge%ut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar

Rp.2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat

puluh tiga ribu lima ratus rupiah)atau setidak-tidaknya berkisar jumlah tersebut
sesuai dengan perhitungan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung sebagaimana dalam
Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan
Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 dan
2018 Nomor: 1006/PW08/5/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi
Lampung.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12
huruf f Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat TuntutanJaksa/Penuntut
UmumNO.REG.PERK:PDS-.03./.K.BUMI./.08./2020Tanggal 7 Desember 2020
yang dibacakan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa telah dituntut
sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa dr. Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf tidak terbukti
bersalah melakukan tindak pidana "korupsi” sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 2 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Rl Nomor 20 tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Membebaskan terdakwa dr. Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf dari
dakwaan Primair tersebut.

3. Menyatakan terdakwa dr. Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf terbukti
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1)
huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
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Korupsi Jo Pasa %4 gy%t e% KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair

Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima)
Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Membebankan kepada terdakwa dr. Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf
untuk membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),
subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp
2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga
ribu lima ratus rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling
lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh
kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti,
maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan
penjara dan meminta Mejalis Hakim mempertimbangkan uang titipan sejumlah
Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diperhitungkan sebagai pembayaran
uang pengganti pidana tambahan uang pengganti;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Batu Nangkop;

2. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
PuskesmasTanjung Raja;

3. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Mulyorejo;

4. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Tulang Bawang Baru;

5. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Gedung Negara;

6. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Ketapang;

7. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Karang Satri;

8. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Negara Ratu;

9. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Kotabumi Udik;
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Puskesmas Subik;

11. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Ulak Rengas;

12. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Bukit Kemuning;

13. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Abung Kunang;

14. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Kotabumi I;

15. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Wonogiri;

16. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Kubuhitu;

17. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Kalibalangan;

18. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Kemala Abung;

19. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Semuli Raya,;

20. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Bumi Agung;

21. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Cempaka,;

22. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Tata Karya;

23. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas pekurun;

24. 3 (tiga) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Madukoro;

25. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Blambangan;

26. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Ogan Lima;

27.5 (lima) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018

Puskesmas Kotabumi 2;

28. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 275/14-
LU/HK/2017 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan pengguna

anggaran/ pengguna barang kepada kuasa pengguna anggaran/ kuasa
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P pengguna %%rangggsegagai atasan langsung bendahara pengeluaran

pembantu bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas di lingkungan
dinas kesehatan kabupaten lampung utara tahun anggaran 2017,

29. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 294/14-
LU/HK/2018 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan pengguna
anggaran/ pengguna barang kepada kuasa pengguna anggaran/ kuasa
pengguna barang sebagai atasan langsung bendahara pengeluaran
pembantu bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas di lingkungan
dinas kesehatan kabupaten lampung utara tahun anggaran 2018;

30. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;

31. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;

32. 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor
71 tahun 2016 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggran 2017;

33. 1 (satu) Bundel) Petunjuk Teknis Pertanggungjawaban (SPJ) BOK Tahun
2017;

34. 1 (satu) Bundel) Petunjuk Teknis Pertanggungjawaban (SPJ) BOK Tahun
2018;

35. 1 (satu) Bundel SP2D dan SPM BOK 27 Puskesmas Tahun Anggaran
2017;

36. 1 (satu) Bundel SP2D dan SPM BOK 27 Puskesmas Tahun Anggaran
2018;

37. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara
Nomor : 440/1513.b/12-LU/2017 tanggal 02 Februari 2017 tentang Alokasi
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas kabupaten Lampung
Utara Tahun Anggaran 2017;

38. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara
Nomor : 440/1343.B/14-LU/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Alokasi
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas kabupaten Lampung
Utara Tahun Anggaran 2018;

39. 1 (satu) Bundel Surat Tugas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten
Lampung Utara Nomor : 800/67/12-LU/2017 tanggal Januari 2017;

40. Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor :821.21/172/11/31-LU/2016
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan
dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Prtama (Eselon Il-b) di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (SK Kepala Dinas);
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41. DPPA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2017;

42. DPPA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018;

43. 1 (satu) Bundel dokumen BKU BOK Puskesmas 2017 Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Utara;

44. 1 (satu) Bundel dokumen BKU BOK Puskesmas 2018 Dinas Kesehatan

Kabupaten Lampung Utara;

45. 1 (satu) Bundel dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat
daerah awal (DPA SKPD) tahun 2017;

46. 1 (satu) Bundel dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat
daerah awal (DPA SKPD) tahun 2018;

47. SK bendahara dinas kesehatan kabupaten lampung utara tahun 2017 dan
2018;

48. Laporan realisasi penggunaan dana bantuan operasional kesehatan
kabupaten lampung utara sampai dengan triwulan IV tahun anggaran
2017;

49. Peraturan bupati lampung utara No.5 tahun 2017 tentang pedoman
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja derah kab.lampung utara
TA.2017;

50. 1 (satu) bundel Kwitansi BOK tahun 2017;

51. 1 (satu) bundel Kwitansi BOK tahun 2018;

52. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan februari
2017;

53. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan mei 2017;

54. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan juni 2017;

55. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan juli 2017;

56. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan agustus
2017;

57. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan
september 2017;

58. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan
desember 2017;

59. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder)
bulan februari 2017;

60. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder)
bulan maret 2017;

61. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder)
bulan mei 2017;

Halaman 48 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id
P 62. 1 (satu) %un%ep(‘?o%ocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder)

bulan juni 2017,

63. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder)
bulan juli 2017;

64. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder)
bulan agustus 2017;

65. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder)
bulan September 2017;

66. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder)
bulan desember 2017;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Dr. DIAN MAULLI, M.H;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00

(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri
Tanjungkarang telah menjatuhkan PutusanNomor:19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk
Tanggal 30 Desember 2020dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa dr. Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf tersebut
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Korupsi secara
berlanjut sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah
Yusuf dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sejumlah Rp
300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah
Rp1.910.443.500,00 (Satu Milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus
empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan
sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta
bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti
tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda
yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
dan 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa;
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2017/ 2018 Puskesmas Batu Nangkop;

2. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 PuskesmasTanjung Raja;

3. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Mulyorejo;

4. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Tulang Bawang Baru;

5. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Gedung Negara;

6. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Ketapang;

7. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Karang Sari;

8. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Negara Ratu;

9. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Kotabumi Udik;

10. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Subik;

11. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Ulak Rengas;

12. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Bukit Kemuning;

13. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Abung Kunang;

14. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Kotabumi I;

15. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Wonaogiri;

16. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Kububhitu;

17. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Kalibalangan;

18. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Kemala Abung;

19. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun

2017/ 2018 Puskesmas Semuli Raya;
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2017/ 2018 Puskesmas Bumi Agung;

21. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Cempaka;

22. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Tata Karya;

23. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Pekurun;

24, 3 (tiga) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Madukoro;

25. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Blambangan;

26. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Ogan Lima;

27. 5 (lima) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Kotabumi 2;

28. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Lampung Utara

Nomor : 275/14-LU/HK/2017 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan
pengguna anggaran/ pengguna barang kepada kuasa pengguna
anggaran/ kuasa pengguna barang sebagai atasan langsung bendahara
pengeluaran pembantu bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas
di lingkungan dinas kesehatan kabupaten lampung utara tahun anggaran
2017;

29. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Lampung Utara
Nomor : 294/14-LU/HK/2018 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan
pengguna anggaran/ pengguna barang kepada kuasa pengguna
anggaran/ kuasa pengguna barang sebagai atasan langsung bendahara
pengeluaran pembantu bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas
di lingkungan dinas kesehatan kabupaten lampung utara tahun anggaran
2018;

30. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;

31. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;

32. 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri kesehatan Republik
Indonesia Nomor 71 tahun 2016 tentang Petunjuk teknis Penggunaan

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggran 2017;
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(satu) Bundel) Petunjuk Teknis Pertanggungjawaban
(SPJ) BOK Tahun 2017;

34. 1 (satu) Bundel) Petunjuk Teknis Pertanggungjawaban
(SPJ) BOK Tahun 2018;

35. 1 (satu) Bundel SP2D dan SPM BOK 27 Puskesmas
Tahun Anggaran 2017;

36. 1 (satu) Bundel SP2D dan SPM BOK 27 Puskesmas

Tahun Anggaran 2018;

37. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Lampung Utara Nomor : 440/1513.b/12-LU/2017 tanggal 02 Februari 2017
tentang Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017;

38. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Lampung Utara Nomor : 440/1343.B/14-LU/2018 tanggal 02 Februari 2018
tentang Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018;

39. 1 (satu) Bundel Surat Tugas di Lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 800/67/12-LU/2017
tanggal Januari 2017;

40. Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor
821.21/172/11/31-LU/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Prtama
(Eselon 1I-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (SK

Kepala Dinas)

41. DPPA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2017,

42. DPPA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018;

43, 1 (satu) Bundel dokumen BKU BOK Puskesmas 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara;

44, 1 (satu) Bundel dokumen BKU BOK Puskesmas 2018
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara;

45, 1 (satu) Bundel dokumen pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah awal (DPA SKPD) tahun 2017;

46. 1 (satu) Bundel dokumen pelaksanaan anggaran

satuan kerja perangkat daerah awal (DPA SKPD) tahun 2018;
47. SK bendahara dinas kesehatan kabupaten lampung
utara tahun 2017 dan 2018;
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realisasi penggunaan dana bantuan
operasional kesehatan kabupaten lampung utara sampai dengan triwulan
IV tahun anggaran 2017;

49. Peraturan bupati lampung utara No.5 tahun 2017
tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja derah

kab.lampung utara TA.2017;

50. 1 (satu) bundel Kwitansi BOK tahun 2017,

51. 1 (satu) bundel Kwitansi BOK tahun 2018;

52. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK
Kabupaten bulan februari 2017;

53. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK
Kabupaten bulan mei 2017;

54, 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK
Kabupaten bulan juni 2017,

55. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK
Kabupaten bulan juli 2017;

56. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK
Kabupaten bulan agustus 2017;

57. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK
Kabupaten bulan september 2017;

58. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK
Kabupaten bulan desember 2017;

59. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan
(UKM Sekunder) bulan februari 2017;

60. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan
(UKM Sekunder) bulan maret 2017;

61. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan
(UKM Sekunder) bulan mei 2017;

62. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan
(UKM Sekunder) bulan juni 2017;

63. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan
(UKM Sekunder) bulan juli 2017;

64. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan
(UKM Sekunder) bulan agustus 2017,

65. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan
(UKM Sekunder) bulan September 2017;

66. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan

(UKM Sekunder) bulan desember 2017,

Halaman 53 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

t .mahk h .go.id
putusan Bi em ngﬁ(a%gﬁggagg 3I/ang ber hak melalui dr. DIAN MAULI, M.H;

7. Membebankan kepada  Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum
telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang
tanggal 5 Januari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding
Nomor 01/Akta.Pen.Pid.Sus-Tpk /2021/PN.Tjk tanggal 5 Januari 2021 dan
permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada
Jonny Anwar, S.H./Penasihat Hukum Terdakwa Dr, Masya Metissa, M.Kes binti
Djanah Yusuf pada tanggal 6 Januari 2021 berdasarkan relaas nomor 19
Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tjk tanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,
Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal-Januari 2021
dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal
18 Januari 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan
cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2021 berdasarkan Surat
Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding tanggal 30 Januari 2021 sedangkan
tidakada yang mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat
Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umum
sebagaimana dimaksud dalam Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan memeriksa
Berkas perkara (inzage) Nomor 19/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Tjk Nomor Surat W9-
U1/186/HK/01/1/2021 tanggal 6 Januari 2021 dan kepada Terdakwa sebagaimana
dimaksud dalam Relas memeriksa berkas perkara Banding kepada terbanding
Nomor: 19/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Tjk untuk mempelajari berkas perkara dalam
tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat
(2) KUHAP tanpa ada keterangan apakah Jaksa/Penuntut Umum maupun
Terdakwa menggunakan haknya untuk itu atau tidak;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh
Jaksa/Penuntut Umum tersebuttelah diajukan dalam tenggang waktu dan cara
serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan
banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya
pada pokoknya mengemukakan bahwa jika dihubungkan dengan teori dan fakta
yang terungkap didalam persidangan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Tanjungkarang kurang tepat dalam membuktikan Unsur “Melawan Hukum” yang
ada pada Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah
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ptﬁiengan Un ang—Uné’angg gel Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Rl Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Vide hal. 114 s/d 118) dimana unsur secara melawan hukum
dikesampingkan dengan unsur “Penyalahgunaan Kewenangan” karena perbuatan
terdakwa tersebut dilakukan dalam ruang lingkup kewenangan terdakwa maka
Penuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan Primair harus dinyatakan tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan
dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara
dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:19/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Tjk Tanggal 30 Desember 2020 serta Memori Banding tanpa adanya
pihak yang mengajukan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding
mempertimbangkan dibawabh ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum telah didakwa

dengan dakwaan pertama primair: melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat
(1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Subsidiair: melanggar Pasal 3 Jo
pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau
kedua:melanggar Pasal 12 huruf f Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dakwaan
terhadap terdakwa merupakan dakwaan yang bersifat kombinasi antara
dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif, bukan alternatif semata

sehingga maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan

Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena berdasarkan Surat Edaran Jaksa
Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan maka

pertama kali yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan adalah dakwaan
pertama primair dan jika salah satu unsur dari dakwaan pertama primair tidak

terbukti maka baru dibuktikan dakwaan selanjutnya;
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P Mean angﬂgahhvgagunsur dari dakwaan pertama Primair adalah Pasal 2

ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan Undang-Undang Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana
adalah :

1.Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah pihak
yang melakukan tindak pidana, atau subyek dari perbuatan pidana yang jika
dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan perkara ini
adalah terdakwa dr. MAYA METISSA, M.Kes Binti DJANAH YUSUF hingga
dengan demikian unsur “ setiap orang "menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat

Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2.Unsur “Secara melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Secara melawan
Hukum”disini adalah bahwa tindakan si pelaku tindak pidana yang melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi dengan cara tidak
sah merupakan perbuatan tercela dan tidak berhak dilakukan oleh si pelaku tindak
pidana dan memiliki arti ganda, yaitu :

a. formil, yaitu jika yang melarang atau mencela perbuatan si pelaku tindak pidana
tersebut adalah hukum tertulis yang memiliki sanksi pidana);

b. materil, yaitu jika yang melarang atau mencela perbuatan si pelaku tindak
pidana tersebut adalah masyarakat atau nilai- nilai keadilan yang hidup dan
dijunjung tinggi dalam masyarakat ;

yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-

undangan, manun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai

dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat,
maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung

RI No. 81 K /Kr /1973 tanggal 30 Maret 1977 dalam perkara atas nama terdakwa

Ir Otjo Danaatmadja bin Danaatmadja, Yurisprudensi MARI No. 275 K/Pid/1982

dalam perkara Korupsi di Bank Bumi Daya dengan terdakwa Raden Sonson

Natalegawa, pendapat Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH melawan hukum

dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delik umum), sedangkan

menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah Species Delict

(bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah

pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan
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pEewenangan. Haﬁ1 in se?al%n gengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16),

yang mengatakan: “bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum

merupakan genusnya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah
speciesnya. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang
sudah pasti melawan hukum” (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, him.33-
34). Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam
bukunya hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia, penerbit
Bayumedia, Malang, April 2005 him. 51 adalah suatu perbuatan yang dilakukan
oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara
salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau
kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan
diskresioner (vrijsbestuur, Ermessen) untuk melaksanakan kebijakannya (beleid)
dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan
bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaan
pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaan terikat), tetapi merupakan
kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri, dan
kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (vage norman)
(Indrianto Seno Adji, 2007 : 422).
Menimbang, bahwa Undang-Undang Tipikor merumuskan tindak pidana korupsi
sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan
dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan
timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi
unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana. Salah satu
unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telah
dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;
Menimbang, bahwaberdasarkan fakta hukum vyang terungkap
dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Ahli, surat
dan/atau barang bukti serta keterangan terdakwa, terdakwa telah melakukan
perbuatan sebagai berikut :
» Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung
Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor:
821.21/172/11/31-LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon |II-b) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
» Bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2017 pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) sebesar sebesar Rp. 15.231.714.000,- (lima belas
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P mhyar du ra?ug tiga puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu

Rupiah) dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar
Rp.13.690.757.000,-.(tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh juta
tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sebesar
Rp. 1.540.957.000,-( satu milyar lima ratus empat puluh juta sembilan
ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi
Khusus (DAK) Non Fisik TA 2017 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas
yang ada di Kabupaten Lampung Utara;

» Bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2018 pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) sebesar Rp. 16.870.751.000,- (enam belas milyar
delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu Rupiah)
dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp.15.212.557.000,-
(lima belas milyar dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh tujuh
ribu Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.658.194.000,-
(satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus Sembilan puluh
empat ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
Non Fisik TA 2018 untuk 27(dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di
Kabupaten Lampung Utara;

» Bahwa Dana BOK Puskesmas dikelola oleh Kepala Puskesmas sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu dan
untuk pencairannya, Kepala Puskesmas mengajukan permintaan dana
(NPD) kepada bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan dan setelah
disetujuioleh terdakwa selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA),
Bendahara Pengeluaran Dinas membuat Surat Perintah Pencairan
(SPP) yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dinas dan
disetujui oleh PPTK, dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna
Anggaran sebagai dasar diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan
Dana) dan setelah dana cair, bendahara pengeluaran mendistribusikan
ke masing-masing bendahara puskesmas dalam bentuk uang tunai;

» Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat lagi diingat secara
pasti pada awal tahun 2017, terdakwa memanggil saksi Novrida Nunyai
selaku Bendahara pengeluaran ke ruang kerja terdakwa dan
memerintahkan saksi tersebut untuk melakukan pemotongan dana
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) setiap Puskesmas yang ada di
Kabupaten Lampung Utara sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap

tahap pencairan dana BOK Puskesmas sebagaimana tertera dalam
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P Nota Pen allllra%gDana (NPD) yang diajukan oleh setiap Puskesmas

diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak

ketiga;

» Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, sejak Tahun Anggaran 2017
sampai dengan Tahun Anggaran 2018, saksi Novrida Nunyai selaku
Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan melakukan
pemotongan anggaran 10 % (sepuluh persen) setiap pencairan
anggaran yang dilakukan oleh masing-masing Puskesmas

» Bahwa setelah anggaran masing-masing Puskesmas cair, saksi Novrida
Nunyai melakukan pemotongan secara tunai sebesar 10 % (sepuluh
persen) dari keseluruhan anggaran tersebut diluar biaya honor dan
biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sedangkan sisanya
diserahkan secara tunai kepada masing-masing bendahara Puskesmas
dan atas setiap uang anggaran yang dipotong tersebut, saksi Novrida
Nunyai serahkan kepada terdakwa;

» Bahwa dari hasil pemotongan Dana BOK Puskesmas sebesar 10 %
(sepuluh persen) dari setiap tahap pencairan dari semua Puskesmas
yang ada di Kabupaten Lampung Utara untuk Tahun Anggaran 2017
dan Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh saksi Novrida Nunyai
atas perintah terdakwa terkumpul sebesar Rp 2.110.443.500,00 (dua
milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus
Rupiah)yang seharusnya digunakan untuk operasional kegiatan masing-
masing Puskesmas telah diserahkan kepada terdakwa;

» Bahwa perbuatan terdakwa dr. MAYA METISSA, M.KesBinti DJANAH
YUSUF yang telah memerintahkan pemotongan anggaran sebesar 10
% (sepuluh persen) dari dana BOK Puskesmas Kecamatan
bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Keuangan Negara dikelola
secara tertib, taat peraturan perundang - undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 225/PMK.07/2017:

Penyaluran Dana BOK sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaksanakan
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P sesua/ageng%rg %etentuan peraturan perundang — undangan di bidang

pengelolaan keuangan daerah;

3. Lampiran | Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2017
tanpa tanggal dan tanpa bulan Tahun 2017, tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lampung Utara Tahun Anggaran 2017, pada Pasal 2.5. huruf
(n)dinyatakan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;

4. Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : Setiap PNS
dilarang : Menyalahgunakan wewenang;

5. Pasal 4 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : Setiap PNS
dilarang : Bertindak sewenang wenang terhadap bawahannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH
melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delik
umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor
adalah Species Delict (bagian dari melawan hukum), oleh karena itu
menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan
hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan
pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan: “bahwa dalam tindak
pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur
menyalahgunakan wewenang adalah speciesnya. Dengan demikian, setiap
perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum” (Majalah
Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, him.33-34). Menyalahgunakan kewenangan
menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya hukum pidana materiil dan formil
korupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 him. 51 adalah suatu
perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk
melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah
dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang
bersifat aktif, berupa kewenangan diskresioner (vrijsbestuur, Ermessen) untuk
melaksanakan kebijakannya (beleid) dalam mengatasi segera, dan secepatnya
dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang
tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaan
terikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk
memutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma

tersamar (vage norman) (Indrianto Seno Adji, 2007 : 422).
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P enimbang, goarh%vg perbuatan Terdakwa ternyata telah  melakukan

perbuatan secara melawan hukum akan tetapi jika dikaitkan/dihubungkan dengan
Tupoksi Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan, maka perbuatan terdakwa
lebih spesifik pada perbuatan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, oleh
karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding TIDAK
TERBUKTI secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena telah
dikesampingkan oleh unsur “Penyalahgunaan Kewenangan” karena perbuatan

terdakwa tersebut dilakukan dalam ruang lingkup kewenangan terdakwa;

3.Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa vyang dimaksud dengan unsur “dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung
makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai
kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan
terpenuhinya salah satu unsur berarti unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan
lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’ secara gramatikal mengandung
pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau
orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu
kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh
suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu
korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya
memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi,
Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media
Publishing, Malang 2005, hal. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan menguntungkan” adalah sama
artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar
dari pengeluaran hingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” artinya untuk
kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya sedangkan
pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik

merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
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P Mean ang,algahhv?agoergasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.

813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan

bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai
dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai
dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana

diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada
keterangan para saksi, keterangan ahli serta keterangan terdakwa dihubungkan
dengan alat bukti surat terbukti yaitu:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung
Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor:
821.21/172/11/31-LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon |II-b) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2017 pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) sebesarRp. 15.231.714.000,- (lima belas milyar dua
ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah) dengan
rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp.13.690.757.000,- (tiga belas
milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu
Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.540.957.000,- (satu
milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu
Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA
2017 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di Kabupaten
Lampung Utara;

- Bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2018 pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) sebesar Rp. 16.870.751.000,- (enam belas milyar
delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu Rupiah)
dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp.15.212.557.000,-
(lima belas milyar dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh tujuh
ribu Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.658.194.000,-
(satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh
empat ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
Non Fisik TA 2018 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di

Kabupaten Lampung Utara;
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P - Bahwa pada ta%gggalI dan bulan yang tidak dapat lagi diingat secara pasti

pada awal tahun 2017, terdakwa memanggil saksi Novrida Nunyai
selaku Bendahara pengeluaran ke ruang kerja terdakwa dan
memerintahkan  saksi Novrida Nunyai tersebut untuk melakukan
pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) setiap
Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara sebesar 10 %
(sepuluh persen) dari setiap tahap pencairan dana BOK Puskesmas
sebagaimana tertera dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan
oleh setiap Puskesmas diluar biaya honor dan biaya yang harus
dibayarkan kepada pihak ketiga;

- Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, sejak Tahun Anggaran 2017
sampai dengan Tahun Anggaran 2018, saksi Novrida Nunyai selaku
Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan melakukan pemotongan
anggaran 10 % (sepuluh persen) setiap pencairan anggaran yang
dilakukan oleh masing-masing Puskesmas;

- Bahwa setelah anggaran masing-masing Puskesmas cair, saksi Novrida
Nunyai melakukan pemotongan secara tunai sebesar 10 % (sepuluh
persen) dari keseluruhan anggaran tersebut diluar biaya honor dan biaya
yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sedangkan sisanya
diserahkan secara tunai kepada masing-masing bendahara Puskesmas
dan atas setiap uang anggaran yang dipotong tersebut, saksi Novrida
Nunyai serahkan kepada terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan
negara sebesar Rp 2.110.443.500,00,( dua milyar seratus sepuluh juta
empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus Rupiah)

- Bahwa dari hasil pemotongan Dana BOK Puskesmas sebesar 10 %
(sepuluh persen) dari setiap tahap pencairan dari semua Puskesmas
yang ada di Kabupaten Lampung Utara untuk Tahun Anggaran 2017 dan
Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh saksi Novrida Nunyai atas
perintah terdakwa terkumpul sebesar Rp 2.110.443.500,00 (dua milyar
seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus
Rupiah) yang seharusnya digunakan untuk operasional kegiatan
masing-masing Puskesmas telah diserahkan kepada terdakwa dan
digunakan untuk kepentingan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa
memerintahkan saksi Novrida Nunyai untuk melakukan pemotongan
pencairan anggaran BOK Tahun 2017 pada 26 Puskesmas dan pada
tahun 2018 pada 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas sebesar 10%

(sepuluh persen) diluar biaya pihak ketiga yang harus di bayarkan
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P tersebut %%rtuﬁla(\;n untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi;

hingga dengan demikian unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu koorporasi” menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat

Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4.Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
Negara”

Menimbang, bahwa kerugian keuangan atau perekonomian negara
bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi melainkan hanya
akibat yang mungkin timbul dari perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri
sendiri, orang lain atau korporasi dengan melawan hukum. Maka cukuplah
menurut akal orang pada umumnya bahwa dari suatu perbuatan dapat
menimbulkan kerugian negara tanpa merinci dan menyebutkan adanya bentuk dan
jumlah kerugian negara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas
pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan
Undang-undang No. 20 Tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa
"merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa
tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi
cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan
dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara
tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian
negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan
tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau
perekonomian negara;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara menurut penjelasan
umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara
dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk
didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara
dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban
pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;

b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban
BUMN/BUMD, vyayasan, badan hukum dan perusahaan yang
meneyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut
penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha
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pmasyaraﬂlat secara ana%igyang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik

ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan
kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat, sedangkan yang dimaksud
dengan kerugian negara dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang,
surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara terdapat
anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada tahun anggaran (TA) 2017 Dinas
Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan sejumlah  Rp
15.231.714.000,00 (lima belas milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus
empat belas ribu Rupiah) dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar
Rp13.690.757.000,00 (tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh
ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp.
1.540.957.000,00 ( satu milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima
puluh tujuh ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik TA 2017 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di Kabupaten
Lampung Utara,;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran (TA) 2018 dianggarkan Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) sejumlah Rp16.870.751.000,00 (enam belas milyar
delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dengan
rincian untuk BOK Puskesmas sejumlah Rp 15.212.557.000,00 ( lima belas milyar
dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) dan BOK Dinas
Kesehatan sejumlah Rp 1.658.194.000,00(satu milyar enam ratus lima puluh
delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) yang bersumber dari
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2018 untuk 27 (dua puluh tujuh)
puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa memanggil saksi Novrida Nunyai selaku
Bendahara pengeluaran ke ruang kerja terdakwa dan memerintahkan saksi
tersebut untuk melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK)setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara sebesar 10 %
dari setiap tahap pencairan dana BOK Puskesmas sebagaimana tertera dalam
Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh setiap Puskesmas diluar biaya
honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa tersebut, sejak Tahun Anggaran

2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, saksi Novrida Nunyai selaku
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pBenc?arhara Pengenjagan gagda Dinas Kesehatan melakukan pemotongan anggaran

10 % (sepuluh persen) setiap pencairan anggaran yang dilakukan oleh masing-
masing Puskesmas;

Menimbang, bahwa setelah anggaran masing-masing Puskesmas cair,
saksi Novrida Nunyai melakukan pemotongan secara tunai sebesar 10 %(sepuluh
persen) dari keseluruhan anggaran tersebut diluar biaya honor dan biaya yang
harus dibayarkan kepada pihak ketiga sedangkan sisanya diserahkan secara tunai
kepada masing-masing bendahara Puskesmas dan atas setiap uang anggaran
yang dipotong tersebut, saksi Novrida Nunyai serahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemotongan Dana BOK Puskesmas sebesar
10 % (sepuluh persen) dari setiap tahap pencairan dari semua Puskesmas yang
ada di Kabupaten Lampung Utara untuk Tahun Anggaran 2017 dan Tahun
Anggaran 2018 yang dilakukan oleh saksi Novrida Nunyai atas perintah terdakwa
terkumpul sejumlah Rp 2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat
ratus empat puluh tiga ribu lima ratus Rupiah)yang seharusnya digunakan untuk
operasional kegiatan masing-masing Puskesmas telah diserahkan kepada
terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dan alat bukti surat yang
telah terungkap dalam persidangan,perbuatan terdakwatersebut telah
mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp2.110.443.500,00 (dua
milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus Rupiah)
sebagaimana perhitungan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung yang tertuang dalam
Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan
Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 dan
2018 Nomor: 1006/PW08/5/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung
hingga dengan demikian unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian Negara”menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
5.Unsur “Perbuatan berlanjut”:

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat DRS. P.A. F. LAMINTANG,
SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia “Bahwa seseorang
tersangka atau terdakwa dikatakan telah melakukan perbuatan berlanjut atau

voorgezette handeling apabila memenubhi kriteria

a. Apabila perilaku-perilaku seorang tersangka atau terdakwa itu merupakan
pelaksanaan suatu keputusan terlarang.
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P B Apglg}h:l pertlla u s%ograng tersangka atau terdakwa itu telah menyebabkan

terjadinya beberapa tindak pidana sejenis.

c. Apabila pelaksana tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain,

itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang cukup lama.

Menimbang, bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan
Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor:
821.21/172/11/31-LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama (Eselon 1I-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2017 pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) sebesar sebesar Rp. 15.231.714.000,- (lima belas milyar dua
ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah) dengan rincian
untuk BOK Puskesmas sebesar Rp.13.690.757.000,- (tiga belas milyar enam
ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) dan BOK Dinas
Kesehatan sebesar Rp. 1.540.957.000,-(satu milyar lima ratusempat puluh juta
sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi
Khusus (DAK) Non Fisik TA 2017 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada

di Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2018 pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) sebesar Rp. 16.870.751.000,- (enam belas milyar delapan ratus
tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dengan rincian untuk BOK
Puskesmas sebesar Rp.15.212.557.000,- (lima belas milyar dua ratus dua belas
juta lima ratus lima puluh tuju ribu Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp.
1.658.194.000,- ( satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan
puluh empat ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik TA 2018 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di Kabupaten

Lampung Utara,

Menimbang, bahwapada tanggal dan bulan yang tidak dapat lagi diingat
secara pasti pada awal tahun 2017, terdakwa memanggil saksi Novrida Nunyai
selaku Bendahara pengeluaran ke ruang kerja terdakwa dan memerintahkan saksi
tersebut untuk melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK)setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utarasebesar 10 %
(sepuluh persen) dari setiap tahap pencairan dana BOK Puskesmas sebagaimana
tertera dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh setiap Puskesmas
diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga;
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2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, saksi Novrida Nunyai selaku
Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan melakukan pemotongan anggaran
10 % (sepuluh persen) setiap pencairan anggaran yang dilakukan oleh masing-

masing Puskesmas;

Menimbang, bahwa setelah anggaran masing-masing Puskesmas cair,
saksi Novrida Nunyai melakukan pemotongan secara tunai sebesar 10 % (sepuluh
persen) dari keseluruhan anggaran tersebut diluar biaya honor dan biaya yang
harus dibayarkan kepada pihak ketiga sedangkan sisanya diserahkan secara tunai
kepada masing-masing bendahara Puskesmas dan atas setiap uang anggaran

yang dipotong tersebut, saksi Novrida Nunyai serahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan
persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti petunjuk dan
barang bukti terdakwa melakukan tindak pidana sejenis yang dilakukan antara
tahun 2017 dan tahun 2018, tindak pidana antara tahun 2017 dan tahun 2018
tersebut jaraknya tidak terlalu lama terlebih pencairan dan pemotongan dana BOK
di lakukan setiap triwulan dan keputusan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian
keuangan negara sebesar Rp 2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta
empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan perhitungan
ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan
Provinsi Lampung sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor: 1006/PW08/5/2020
tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan
Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung,kemudian keputusan atau kebijakan
pemotongan dana BOK tersebut merupakan keputusan/kebijakan yang terlarang
oleh aturan, sehingga unsur “perbuatan berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 ayat (1) KUHP menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan salah satu unsur dari
dakwaan pertama Primair yaitu unsur ke 2 yaitu Unsur “Secara melawan Hukum”
tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dakwaan ke 1 Primair yaitu
Pasal 2 Ayat (1) Undang — undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan
atas Undang — undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang — undang Rl Nomor 20 Tahun
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2001 tentang perubahan atas Undang — undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) ke — 1 KUHPidana

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karenanya terdakwa
harus dibebaskan dari dakwaan ke 1 primair tersebut ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbang
kan unsur unsur dari dakwaan ke 1 subsidair yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1)
huruf b Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1)
KUHPidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:
1.Unsur “Setiap Orang”;
Menimbang, bahwayang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah pihak
yang melakukan tindak pidana, atau subyek dari perbuatan pidana yang jika
dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan perkara ini
adalah terdakwa dr. MAYA METISSA, M.Kes Binti DJANAH YUSUF hingga
dengan demikian unsur “ setiap orang” telah terpenuhi;

3. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung
makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai
kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan
terpenuhinya salah satu unsur berarti unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan
lagi;

Menimbang, bahwayang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung
pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau
orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu
kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh
suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu
korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya
memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi,
Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media
Publishing, Malang 2005, hal. 54);
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artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar
dari pengeluaran hingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” artinya untuk
kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan
pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.
813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan
bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai
dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai
dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana
diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada
keterangan para saksi, keterangan ahli serta keterangan terdakwa dihubungkan
dengan alat bukti surat terbukti yaitu:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung
Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor:
821.21/172/11/31-LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon |II-b) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2017 pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) sebesar Rp. 15.231.714.000,- (lima belas milyar dua
ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah) dengan
rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp.13.690.757.000,- (tiga belas
milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu
Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.540.957.000,- (satu
milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu
Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA
2017 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di Kabupaten
Lampung Utara;

- Bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2018 pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) sebesar Rp. 16.870.751.000,- (enam belas milyar
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dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp.15.212.557.000,-
(lima belas milyar dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh tujuh
ribu Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.658.194.000,-

(satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh

empat ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
Non Fisik TA 2018 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di
Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat lagi diingat secara pasti
pada awal tahun 2017, terdakwa memanggil saksi Novrida Nunyai
selaku Bendahara pengeluaran ke ruang kerja terdakwa dan
memerintahkan  saksi Novrida Nunyai tersebut untuk melakukan
pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)setiap
Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara sebesar 10 %
(sepuluh persen) dari setiap tahap pencairan dana BOK Puskesmas
sebagaimana tertera dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan
oleh setiap Puskesmas diluar biaya honor dan biaya yang harus
dibayarkan kepada pihak ketiga;

- Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, sejak Tahun Anggaran 2017
sampai dengan Tahun Anggaran 2018, saksi Novrida Nunyai selaku
Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan melakukan pemotongan
anggaran 10 % (sepuluh persen) setiap pencairan anggaran yang
dilakukan oleh masing-masing Puskesmas;

- Bahwa setelah anggaran masing-masing Puskesmas cair, saksi Novrida
Nunyai melakukan pemotongan secara tunai sebesar 10 % (sepuluh
persen) dari keseluruhan anggaran tersebut diluar biaya honor dan biaya
yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sedangkan sisanya
diserahkan secara tunai kepada masing-masing bendahara Puskesmas
dan atas setiap uang anggaran yang dipotong tersebut, saksi Novrida
Nunyai serahkan kepada terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan
negara sebesar Rp 2.110.443.500,00,( dua milyar seratus sepuluh juta
empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus Rupiah)

- Bahwa dari hasil pemotongan Dana BOK Puskesmas sebesar 10 %
(sepuluh persen) dari setiap tahap pencairan dari semua Puskesmas
yang ada di Kabupaten Lampung Utara untuk Tahun Anggaran 2017 dan
Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh saksi Novrida Nunyai atas

perintah terdakwa terkumpul sebesar Rp2.110.443.500,00 (dua milyar
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Rupiah)yang seharusnya digunakan untuk operasional kegiatan masing-
masing Puskesmas telah diserahkan kepada terdakwa dan digunakan
untuk  kepentingan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa
memerintahkan saksi Novrida Nunyai untuk melakukan pemotongan
pencairan anggaran BOK Tahun 2017 pada 26 (dua puluh enam)
Puskesmas dan pada tahun 2018 pada 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas
sebesar 10% (sepuluh persen) diluar biaya pihak ketiga yang harus
dibayarkan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri terdakwa

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

hingga dengan demikian unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi” menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau karena kedudukan”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga
mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan
kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri
Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan
itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan
kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan
harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau
sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau
kedudukan akibathnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan
sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau
kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang,
dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan,
kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak
dimilikinya (vide: Adami Chazawi. Op.cit h. 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan

terdakwa, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan ahli serta adanya barang
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maka dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan
Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor:
821.21/172/11/31-LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama (Eselon lI-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa yang menjadi tugas dan wewenang terdakwa selaku
Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara
berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor: 27 Tahun 2017
tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Lampung Utara adalah:

< Perumusan kebijakan dan pelaksana kebijakan serta evaluasi dan
pelaporan upaya kesehatan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan Dinas Kesehatan di Kab. Lampung Utara;

% Pengawasan, kordinasi, bimbingan dan pengendalian sumberdaya yang

ada dibawah rentang kendali Kepala Dinas Kesehatan ;

“ Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

« Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang

Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2017 pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) sebesar sebesar Rp. 15.231.714.000,- (lima belas milyar dua
ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah) dengan rincian
untuk BOK Puskesmas sebesar Rp.13.690.757.000,- (tiga belas milyar enam ratus
sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah) dan BOK Dinas
Kesehatan sebesar Rp. 1.540.957.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta
sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi
Khusus (DAK) Non Fisik TA 2017 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada
di Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2018 pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) sebesar Rp. 16.870.751.000,- (enam belas milyar delapan ratus
tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dengan rincian untuk BOK
Puskesmas sebesar Rp.15.212.557.000,- (lima belas milyar dua ratus dua belas
juta lima ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sebesar

Rp. 1.658.194.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh delapan jura seratus
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psemt";\lpan puluh emp%t rl‘% Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus

(DAK) Non Fisik TA 2018 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di
Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa Dana BOK Puskesmas dikelola oleh Kepala
Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran
pembantu dan untuk pencairannya, Kepala Puskesmas mengajukan permintaan
dana (NPD) kepada bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan dan setelah
disetujuioleh terdakwa selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA), Bendahara
Pengeluaran Dinas membuat Surat Perintah Pencairan (SPP) yang ditandatangani
oleh bendahara pengeluaran dinas dan disetujui oleh PPTK, dilanjutkan dengan
penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh terdakwa
selaku Pengguna Anggaran sebagai dasar diterbitkannya SP2D (Surat Perintah
Pencairan Dana) dan setelah dana cair, bendahara pengeluaran mendistribusikan

ke masing-masing bendahara puskesmas dalam bentuk uang tunai;

Menimbang, bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat lagi diingat
secara pasti pada awal tahun 2017, terdakwa memanggil saksi Novrida Nunyai
selaku Bendahara pengeluaran ke ruang kerja terdakwa dan memerintahkan saksi
tersebut untuk melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara sebesar 10 %
(sepuluh persen) dari setiap tahap pencairan dana BOK Puskesmas sebagaimana
tertera dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh setiap Puskesmas

diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa tersebut, sejak Tahun
Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, saksi Novrida Nunyai
selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan melakukan pemotongan
anggaran 10 % (sepuluh persen) setiap pencairan anggaran yang dilakukan oleh
masing-masing Puskesmas;

Menimbang, bahwa setelah anggaran masing-masing Puskesmas cait,
saksi Novrida Nunyai melakukan pemotongan secara tunai sebesar 10 % (sepuluh
persen) dari keseluruhan anggaran tersebut diluar biaya honor dan biaya yang
harus dibayarkan kepada pihak ketiga sedangkan sisanya diserahkan secara tunai
kepada masing-masing bendahara Puskesmas dan atas setiap uang anggaran
yang dipotong tersebut, saksi Novrida Nunyai serahkan kepada terdakwa,;

Menimbang, bahwa dari hasil pemotongan Dana BOK Puskesmas sebesar
10 % (sepuluh persen) dari setiap tahap pencairan dari semua Puskesmas yang
ada di Kabupaten Lampung Utara untuk Tahun Anggaran 2017 dan Tahun

Anggaran 2018 yang dilakukan oleh saksi Novrida Nunyai atas perintah terdakwa
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put san amaha un o id : ,
ter ump esar 0 443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat

ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya digunakan untuk
operasional kegiatan masing-masing Puskesmas telah diserahkan kepada
terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memerintahkan pemotongan
anggaran BOK sebesar 10 %(sepuluh persen) dari setiap tahap pencairan dari
semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara untuk Tahun Anggaran
2017 sebanyak 26 (dua puluh enam) Puskesmas dan Tahun Anggaran 2018
sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas kepada saksi Novrida Nunyai yang
merupkan saksi Novrida Nunyai merupakan bawahan/staf dari pada terdakwa
yang mana terdakwa adalah seorang Kepala Dinas dan pengguna anggaran
dalam pengelolaan dana BOK, bahwa perintah terdakwa untuk melakukan
pemotongan anggaran BOK tersebut sebagai bentuk menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan terdakwa sebagai Kepala Dinas dan selaku Pengguna Anggaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap tersebut diatas maka
perbuatan terdakwa tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan,
kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan bertujuan untuk
menguntungkan diri terdakwa ataupun menguntungkan orang lain hingga dengan
demikian unsur ““menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan”menurut pendapat
Majelis Hakim Tingkat Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

hukum;

4.Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
Negara”

Menimbang, bahwa kerugian keuangan atau perekonomian negara
bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi melainkan hanya
akibat yang mungkin timbul dari perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri
sendiri, orang lain atau korporasi dengan melawan hukum. Maka cukuplah
menurut akal orang pada umumnya bahwa dari suatu perbuatan dapat
menimbulkan kerugian negara tanpa merinci dan menyebutkan adanya bentuk dan
jumlah kerugian negara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas
pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan
Undang-undang No. 20 Tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa
"merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa
tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi
cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan
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pﬁengan timBuFrllya aﬁ%at,gd%ngan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara

tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian
negara yang belum terjadi tetapiperbuatan melawan hukum yang dilakukan
tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau
perekonomian negara;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam
bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya
segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala
hak dan kewajiban yang timbul karena:

a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat
lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerabh;

b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban
BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang meneyertakan

modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut
penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha
masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik
ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan
kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat, sedangkan yang dimaksud
dengan kerugian negara dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang,
surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara terdapat
anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada tahun anggaran (TA) 2017 Dinas
Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan sejumlah Rp
15.231.714.000,00 (lima belas milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus
empat belas ribu Rupiah) dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp
13.690.757.000,00 (tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus
lima puluh tujuh ribu Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp.
1.540.957.000,00 ( satu milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima
puluh tujuh ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik TA 2017 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di Kabupaten

Lampung Utara,;
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P Mean ang,agahhv%agpaéja tahun anggaran (TA) 2018 dianggarkan Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) sejumlah Rp16.870.751.000,00 (enam belas milyar

delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dengan

rincian untuk BOK Puskesmas sejumlah Rp15.212.557.000,00 ( lima belas milyar
dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) dan BOK Dinas
Kesehatan sejumlah Rp 1.658.194.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh
delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) yang bersumber dari
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2018 untuk 27 (dua puluh tujuh)
puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa memanggil saksi Novrida Nunyai selaku
Bendahara pengeluaran ke ruang kerja terdakwa dan memerintahkan saksi
tersebut untuk melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara sebesar 10 %
dari setiap tahap pencairan dana BOK Puskesmas sebagaimana tertera dalam
Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh setiap Puskesmas diluar biaya
honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa tersebut, sejak Tahun Anggaran
2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, saksi Novrida Nunyai selaku
Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan melakukan pemotongan anggaran
10 % (sepuluh persen) setiap pencairan anggaran yang dilakukan oleh masing-
masing Puskesmas;

Menimbang, bahwa setelah anggaran masing-masing Puskesmas cair,
saksi Novrida Nunyai melakukan pemotongan secara tunai sebesar 10 %(sepuluh
persen) dari keseluruhan anggaran tersebut diluar biaya honor dan biaya yang
harus dibayarkan kepada pihak ketiga sedangkan sisanya diserahkan secara tunai
kepada masing-masing bendahara Puskesmas dan atas setiap uang anggaran
yang dipotong tersebut, saksi Novrida Nunyai serahkan kepada terdakwa,;

Menimbang, bahwa dari hasil pemotongan Dana BOK Puskesmas sebesar
10 % (sepuluh persen) dari setiap tahap pencairan dari semua Puskesmas yang
ada di Kabupaten Lampung Utara untuk Tahun Anggaran 2017 dan Tahun
Anggaran 2018 yang dilakukan oleh saksi Novrida Nunyai atas perintah terdakwa
terkumpul sejumlah Rp 2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat
ratus empat puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) yang seharusnya digunakan untuk
operasional kegiatan masing-masing Puskesmas telah diserahkan kepada
terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dan alat bukti surat yang
telah terungkap dalam persidangan, perbuatan terdakwa tersebut telah

mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 2.110.443.500,00 (dua
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sebagaimana perhitungan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung yang tertuang dalam
Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan
Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 dan
2018 Nomor: 1006/PW08/5/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung
hingga dengan demikian unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian Negara”’menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
5.Unsur “Perbuatan berlanjut”:

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat DRS. P. A. F. LAMINTANG,
SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia“Bahwa seseorang
tersangka atau terdakwa dikatakan telah melakukan perbuatan berlanjut atau

voorgezette handeling apabila memenuhi kriteria " :

a. Apabila perilaku-perilaku seorang tersangka atau terdakwa itu merupakan

pelaksanaan suatu keputusan terlarang.

b. Apabila perilaku seorang tersangka atau terdakwa itu telah menyebabkan

terjadinya beberapa tindak pidana sejenis.

c. Apabila pelaksana tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain, itu

tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang cukup lama.

Menimbang, bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan
Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor:
821.21/172/11/31-LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama (Eselon lI-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2017 pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) sebesar sebesar Rp. 15.231.714.000,- (lima belas milyar dua
ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah) dengan rincian
untuk BOK Puskesmas sebesar Rp.13.690.757.000,- (tiga belas milyar enam
ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) dan BOK Dinas
Kesehatan sebesar Rp. 1.540.957.000,-(satu milyar lima ratusempat puluh juta
sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi
Khusus (DAK) Non Fisik TA 2017 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada
di Kabupaten Lampung Utara;
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P Men?m%%nggJ gahwa dalam tahun anggaran (TA) 2018 pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) sebesar Rp. 16.870.751.000,- (enam belas milyar delapan ratus
tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dengan rincian untuk BOK
Puskesmas sebesar Rp.15.212.557.000,- (lima belas milyar dua ratus dua belas
juta lima ratus lima puluh tuju ribu Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp.
1.658.194.000,- ( satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan
puluh empat ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik TA 2018 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di Kabupaten

Lampung Utara,

Menimbang, bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat lagi diingat
secara pasti pada awal tahun 2017, terdakwa memanggil saksi Novrida Nunyai
selaku Bendahara pengeluaran ke ruang kerja terdakwa dan memerintahkan saksi
tersebut untuk melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara sebesar 10 %
(sepuluh persen) dari setiap tahap pencairan dana BOK Puskesmas sebagaimana
tertera dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh setiap Puskesmas

diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa tersebut, sejak Tahun Anggaran
2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, saksi Novrida Nunyai selaku
Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan melakukan pemotongan anggaran
10 % (sepuluh persen) setiap pencairan anggaran yang dilakukan oleh masing-

masing Puskesmas;

Menimbang, bahwa setelah anggaran masing-masing Puskesmas cair,
saksi Novrida Nunyai melakukan pemotongan secara tunai sebesar 10 % (sepuluh
persen) dari keseluruhan anggaran tersebut diluar biaya honor dan biaya yang
harus dibayarkan kepada pihak ketiga sedangkan sisanya diserahkan secara tunai
kepada masing-masing bendahara Puskesmas dan atas setiap uang anggaran

yang dipotong tersebut, saksi Novrida Nunyai serahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan
persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti petunjuk dan
barang bukti terdakwa melakukan tindak pidana sejenis yang dilakukan antara
tahun 2017 dan tahun 2018, tindak pidana antara tahun 2017 dan tahun 2018
tersebut jaraknya tidak terlalu lama terlebih pencairan dan pemotongan dana BOK
di lakukan setiap triwulan dan keputusan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian
keuangan negara sebesar Rp 2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta
empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan perhitungan
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pahi ?ﬂgri Badan Pegga\%a% Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan

Provinsi Lampung sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan

Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor: 1006/PW08/5/2020
tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan
Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung,kemudian keputusan atau kebijakan
pemotongan dana BOK tersebut merupakan keputusan/kebijakan yang terlarang
oleh aturan, sehingga unsur “perbuatan berlanjut” telah terbukti sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP menurut pendapat Majelis Hakim
Tingkat Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama subsidair sudah terbukti
maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka dakwaan selanjutnya

ditak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perma No.1 Tahun
2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun
2009 tentang Tindak Pidana Korupsi maka hakim dalam menentukan tingkat
kesalahan, dampak dan keuntungan dilakukan dengan memperhatikan jumlah
aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang paling banyak (sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (2) jis Pasal 7 jis Pasal
8 jis Pasal 9 jis Pasal 10 Perma No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana
Korupsi) dan dalam menjatuhkan pidana maka Hakim akan memperhatikan
ketentuan Pasal 13, Pasal 15 dan juga Pasal 20 dari Perma No.1 Tahun 2020
tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 2009
tentang Tindak Pidana Korupsi dimaksud halmana menurut pendapat Majelis
Hakim Tingkat Banding telah diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama
dalam putusannya Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjktanggal 30 Desember
Tahun 2020 pada halaman 112 sampai dengan halaman 129 akan tetapi dengan
mengambil alih pertimbangan maupun dasar hukum sebagaimana tersebut di atas
maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepakat dengan Pasal yang diterapkan
dalam perkara ini, lamanya pemidanaan dan juga besarnya denda yang dijatuhkan
oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga mengenai pengembalian barang
bukti dalam perkara ini yang dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama
dikembalikan pada yang berhak melalui dr. DIAN MAULI, M.H Majelis Hakim
Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan bahwa oleh karena barang bukti

tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini dan semuanya
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ttllasr%nb@r?thﬁcﬂg r2% gnnqa?ka semua barang bukti tersebut harus dinyatakan tetap
terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan
diatas, maka putusan Pengadilan NegeriTanjungkarang Nomor 19/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Tjk tanggal 30 Desember Tahun 2020 harus dibatalkan dan
Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang
amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini sedangkan biaya perkara ini
dibebankan pada terdakwa sesuai dengan ketentuan KUHAP;

Menimbang, bahwa 2 (dua) dari 5 (lima) Hakim dalam Majelis Hakim
Tingkat Banding dalam perkara ini yaitu DR.SLAMET HARYADI,SH.,M.Hum
dan BRIERLY NAPITUPULU, SH, MH, MKn selaku Hakim AdHoc yang pada
pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. DR.SLAMET HARYADI,SH.,M.Hum:

“Menguatkan Putusan Nomor:19/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Tjk Tanggal 30
Desember dengan perbaikan sekedar mengenai pidana penjara yang
dijatuhkan. yang alasannya akan saya uraikan di bawah sebagai berikut:
Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dalam
memutuskan perbuatan dan kesalahan terdakwa dr.Maya Metissa dihukum
melanggar Pasal 2 ayat (1) UU jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999
sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan UU Nomor 20 tahun 2001
tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUH
Pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ke Satu Primer.

Hanya saja dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa selama 4
(empat) tahun, ditinjau dari kesalahan yang dilakukan dengan kerugian negara
yang ditimbulkan sebesar Rp.1.910.443.500, selain tidak memberikan efek jera,
tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi sebagaimana
diamanatkan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Perma Nomor 1 tahun 2020
tentang pedoman pemidanaan Pasal 3 huruf d, yang menegaskan bahwa
tujuan pemidanaan adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan
kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana Pasal 2 dan Pasal 3
UU Pemberantasan Tipikor, maka terhadap perbuatan dan kesalahan terdakwa
serta kerugian negara yang ditimbulkan tepat dan proporsional apabila terdakwa
dipidana penjara 6 (enam) tahun sedangkan terhadap denda dan subsidair uang
pengganti sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama,;
2. BRIERLY NAPITUPULU, SH, MH, MKn:
- Menimbang, Bahwa terhadap Memori Banding yang pada intinya
Jaksa Penuntut Umum yang pada intinya terkait alasan-alasan Majelis

Hakim kurang tepat dalam penerapan Unsur Melawan Hukum dalam
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putusan mamaalm?r% %lsjﬂrg r%gléwan hukum tidak terpenuhi dan oleh karenanya

harus dikesampingkan, karena Jaksa Penuntut Umum berpendapat
yang lebih tepat adalah Penyalahgunaan Kewenangan, Walaupun
Baik ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK semua terdapat Unsur
Melawan Hukum (genus) tetapi Menurut Jaksa Penuntut Umum lebih

tepat disini adalah Penyalah gunaan Wewenang (species).

- Menimbang, Bahwa Jaksa Penuntut umum mengutip pendapat Prof.
DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH melawan hukum dalam Pasal 2
ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delik umum), sedangkan
menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah
Species Delict (bagian dari melawan hukum), karena itu
menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum,
sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan

kewenangan

- Menimbang, Bahwa Terkait perbedaan antara unsur "melawan hukum”
dan “menyalahgunakan kewenangan” dalam Pasal 3 UU PTPK, perlu

dipedomani kriteria berikut :

(a) Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan
tanpa dasar hukum sama sekali, tanpa pelaku mempunyai hak
untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan
menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan yang dilakukan
pelaku dalam lingkup kewenangannya, karena suatu jabatan
atau kedudukan.

(b) Perbuatan yang berada didalam lingkup kewenangan karena
jabatan atau kedudukan itu kemudian harus dinilai, apakah (1)
bertentangan dengan aturan hukum yang mengaturnya, (2)
bertentangan dengan tujuan diberikan kewenangan tersebut, dan
(3) bersifat sewenang-wenang;

(c) Perbuatan pelaku yang bersifat melalaikan tugas atau kewajiban
dalam jabatan atau kedudukannya, bukanlah perbuatan
menyalahgunakan kewenangan, melainkan perbuatan melawan
hukum. ( Buku Penjelasan Hukum : Sifat Melawan Hukum Dalam
Kasus Korupsi, Penulis Penerbit LEIP, 2016 halaman 18).

- Menimbang, Bahwa Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak menerima
sesuatu atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya, Bahwa tidak

ada satupun dalam aturan perundang-undangan yang memberikan
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P rl<ewenan8an %egpada terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan dalam

kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran untuk memotong dana

anggaran diluar peruntukannya termasuk mematok jumlah potongan
10 % (Sepuluh persen) setiap pencairan dengan dalih  digunakan
untuk kegiatan pada Dinas Kesehatan yang tidak ada alokasi
anggarannya (non bujeter) dengan tanpa ada pertanggungjawaban
apalagi tanpa dengan didukung bukti pendukung berupa kuitansi atau
sejenisnya dengan demikian jelas semua apa yang dilakukan
Terdakwa adalah perbuatan tanpa dasar hukum sama sekali.

- Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa dr.Maya Metissa, M.Kes Binti
Djanah Yusuf yang telah memerintahkan pemotongan anggaran dana
BOK Puskesmas sebesar 10 % dari bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Keuangan Negara
dikelola secara tertib, taat peraturan perundang — undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah
terakhir dengan Peraturan Peraturan Menteri Keuangan RI
Nomor  225/PMK.07/2017:  Penyaluran  Dana  BOK
sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang
pengelolaan keuangan daerah;

3. Lampiran | Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 5 Tahun
2017 tanpa tanggal dan tanpa bulan Tahun 2017, tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017,
pada pasal 2.5. huruf (n) dinyatakan Kepala SKPD selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggungjawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah;

4. Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : Setiap
PNS dilarang : Menyalahgunakan wewenang;

5. Pasal 4 angka 9 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : Setiap
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P I9ng 8i?arang . Bertindak sewenang wenang terhadap

bawahannya;

- Menimbang, Bahwa penyalahgunaan kewenangan terjadi, jika ada
kewenangan. Kewenangan tersebut didapat dari peraturan
perundangan-undangan.

- Menimbang, Bahwa ketika seseorang Melakukan suatu perbuatan
tanpa ada kewenangan dan yang bertentangan dengan peraturan atau
tidak ada aturannya adalah suatu perbuatan melawan hukum .

- Menimbang, Bahwa yang menjadi tugas dan wewenang terdakwa
selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Lampung Utara berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Lampung Utara
Nomor: 27 tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara adalah:

1. Perumusan kebijakan dan pelaksana

2. Bupati terkait bidang Kesehatan kebijakan serta evaluasi dan
pelaporan upaya kesehatan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan Dinas Kesehatan di Kab. Lampung Utara

3. Pengawasan, kordinasi, bimbingan dan pengendalian

sumberdaya yang ada dibawah rentang kendali Kepala
Dinas Kesehatan

4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
bidang kesehatan.

- Menimbang, Bahwa Pintu Pertama untuk menentukan suatu Tindak
Pidana Korupsi termasuk kedalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3
adalah dengan menafsirkan unsur “setiap orang”. Terdapat perbedaan
pandangan tentang “unsur setiap orang” didalam Kedua Pasal
tersebut. Sebagian berpandangan unsur ini berarti Setiap orang, baik
swasta maupun pegawai Negeri, bahkan Korporasi. Sementara yang
lain berpendapat Pegawai Negeri hanya dapat memenuhi unsur
“setiap orang” dalam Pasal 3. Dengan penafsiran seperti ini, perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat
negara, menurut mereka , akan selalu merupakan perbuatan
menyalahgunakan kewenangan yang diatur dalam Pasal 3. Namun,
penafsiran kedua ini telah dianulir oleh Mahkamah Agung dalam
berbagai putusannya, bahwa unsur “setiap orang” dalam kedua Pasal
tersebut berarti setiap orang, baik itu pegawai negeri, maupun swasta
termasuk korporasi.

- Menimbang, Bahwa pintu Kedua, yang digunakan untuk
membedakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, adalah ketika
membuktikan perbuatan yang dilakukan , dengan konsekuensi yang

sama sekali berbeda dengan logika yang coba dibangun dengan
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putusan.mahggrr]régugtga%n%gd%éd dalam poin pertama tadi. Jika perbuatan yang
dilakukan Terdakwa ada dalam lingkup kedudukan atau jabatannya,
maka perbuatan dimaksud termasuk menyalahgunakan kewenangan.
Dengan demikian kapasitas subyeknya (swasta, pegawai negeri, atau
korporasi) menjadi tidak relevan.

- Menimbang, Bahwa pada kenyataannya tidak semua perbuatan yang
dilakukan kapasitas sebagai pegawai negeri, pejabat negara, atau
seorang (swasta) yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu
berdasarkan SK Pejabat TUN dipandang sebagai menyalahgunakan
kewenangan. Perbuatan Pelaku dengan kedudukan atau jabatan
tertentu yang bersifat melalaikan tugas atau kewajibannya, ternyata
tetap saja dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, bukan
menyalahgunakan kewenangan (Putusan MA No.107 K/Pid.Sus/2015).
Begitu pula perbuatan pelaku yang tanpa hak menerima sesuatu
atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya, juga dianggap
sebagai perbuatan melawan hukum (Putusan MA
N0.1017K/Pid.S/2015).

- Menimbang, Bahwa Pintu Ketiga untuk membedakan Tindak Pidana
Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 adalah besarnya Jumlah
Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan oleh Pelaku. Perbedaan
ini didasarkan pada perbedaan antara kaya “memperkaya” dalam
Pasal 2 ayat (1) (untuk nilai kerugian yang besar) dan kata
“menguntungkan” dalam Pasal 3 (untuk nilai kerugian yang kecil). Hal
ini telah disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 menentukan jika nilai kerugian
keuangan negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) namun jika kerugian keuangan
negara kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat
diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata
uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwaan,
maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah
menjadi sebagai berikut:

a. Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK;
b. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK. (SEMA No
3 Tahun 2018),
- Menimbang, Bahwa tidak tertutup kemungkinan seseorang
“memperkaya” diri secara melawan hukum dengan nilai kerugian yang
kecil, serta seseorang yang “menguntungkan diri dengan

menyalahgunakan kewenangan” dengan nilai yang besar.
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- Menim g@a%wa terdapat putusan yang menerapkan Pasal 3 UU

PTPK kepada pelaku yang bukan pegawai negeri, pejabat negara atau
penyelenggara negara, melainkan pihak swasta yang memiliki
kewenangan tertentu berdasarkan suatu putusan (SK) Pejabat TUN
(Putusan MA No0.397 K/Pid.Sus/2014).

- Menimbang, Bahwa apa yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat
Pertama sudah tepat karena dakwaan Pertama, dakwaan Kedua
disusun secara Alternatif, dalam dakwaan berbentuk Alternatif mana
Majelis Hakim diberi kebebasan dengan memperhatikan fakta-fakta
hukum tersebut diatas memilih dakwaan yang paling kira kira
memenuhi unsur dan untuk itu Majelis Hakim telah memilih dakwaan
alternatif Pertama;

- Menimbang, Bahwa bentuk Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan
bentuk Dakwaan Alternatif, dimana Dakwaan Kesatu berbentuk
Subsdiaritas,  ketika Dakwaan dalam bentuk Subsidairitas jika
Dakwaan Primair telah terpenuhi maka tidak perlu lagi
dipertimbangkan lagi Dakwaan selanjutnya.

-  Menimbang, Bahwa terkait apakah Itu Perbuatan Melawan Hukum
atau Penyalahgunaan telah dijelaskan sebagaimana uraian tersebut
diatas dan dengan demikian keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam
Memori Bandingnya terhadap unsur melawan hukum lebih spesifiknya
adalah penyalahgunaan wewenang sebagaimana tersebut diatas
tentunya harus ditolak dana tidak berdasar.

- Menimbang, Bahwa terkait dengan Keterangan Ahli, sebagaimana
keterangan ahli dalam hukum pembuktian diketahui mempunyai nilai
kekuatan pembuktian bebas atau vrij bewijs kracht. Didalamnya dirinya
tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
menentukan. Terserah pada penilaian hakim, Hakim bisa menilai dan
tidak terikat padanya. Tidak ada ada keharusan bagi hakim untuk
menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. (Buku Modul Hukum
Pembuktian Pendidikan dan Pembentukan Jaksa 2019)

- Menimbang, Bahwa terkait Paduan / Pedomanan Penghukuman
(Strafmat) dalam Kasus Korupsi Mahkamah Agung secara jelas telah
memberikan Peraturan yakni Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang intinya : Penjatuhan
suatu Pidana terkait Pasal 2 dan Pasal 3 hendaknya

mempertimbangkan hal-hal antara lain : Besarnya kerugian Negara,
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diperoleh, Besarnya Pengembalian Keuangan Negara dan Keadaan

Memberatkan dan Meringankan.

- Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta-Fakta Hukum yang terbukti
dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Menimbang, Bahwa Besarnya Kerugian Negara adalah
Rp2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus
empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebagaimana perhitungan
ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Perwakilan Provinsi Lampung dengan demikian berdasarkan
Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Termasuk Kategori Sedang. (Menurut
Perma Kategori Sedang Kerugian Negara lebih dari 1 (Satu) Milyar
Rupiah sampai dengan 25 (dua puluh lima) Milyar Rupiah.

- Menimbang, Bahwa dalam Kategori Sedang tersebut dibagi Tiga
Kategori : yaitu Rendah, Sedang dan Tinggi dengan
mempertimbangkan dan meihat Tingkat Kesalahan, Dampak, dan
Keuntungan

- Menimbang, Bahwa Selanjutnya setelah melihat besarnya
kerugian Negara maka akan dilihat Tingkat Kesalahan, Dampak,
dan Keuntungan Tinggi (Pasal 8 Perma)

- Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Terdakwa memiliki peran yang
paling significan dalam terjadinya tindak pidana Korupsi, Terdakwa
sendiri yang yang memerintahkan melakukan Potongan dan
semua uang potongan diserahkan kepada Terdakwa dengan
demikian dapat dikatakan peran Terdakwa  bisa dikategorikan
(Tinggi/Sedang)

- Menimbang, Bahwa terkait Aspek Dampak, jika dilihat memang Dana

BOK adalah untuk Kabupaten Lampung Utara, dan oleh karena
efeknya dikategorikan : Rendah (Ps 10 huruf b)

- Menimbang, Bahwa Terkait KeuntunganTerdakwa : adalah Tinggi
(Pasal 8 huruf C), dimana Terdakwa telah menerima seluruhnya uang
kerugian negara sebesar Rp2.110.443.500,00. Sedangkan uang
titipan Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- , masih lebih kecil dari
nilai 10 % kerugian negara (10 % x 2.110.443.500,00 adalah Rp.
211.044.350).

- Menimbang, Bahwa terhadap uang titipan Terdakwa kepada
Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang dilakukan pada tanggal 23
November 2020 adalah statusnya uang titipan dan oleh karena itu
harus ditegaskan statusnya dan dinyatakan disita untuk negara

dan digunakan sebagai kompensasi (pengurangan) uang pengganti .
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memberatkan, yang tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim

tingkat pertama, antara lain

- Terdakwa menghilangkan/ menyembunyikan/ merusak alat
bukti dimana berdasarkan keterangan saksi Novrida Nunyai saat
menyerahkan hasil pemotongan tersebut saksi Novrida Nunyai
membuat catatatan dalam microsoft excel yang tertera jumlah uang
potongan, selanjutnya uang dan catatan dalam microsoft excel
tersebut diserahkan kepada terdakwa dirumah terdakwa kemudian
terdakwa mengatakan agar catatan dalam microsoft excel tersebut
dihilangkan dan jangan disimpan akan tetapi keesokan harinya
catatan dalam microsoft excel tersebut dibakar oleh saksi Novrida
Nunyai

- Terdakwa merupakan ASN dengan Jabatan Dokter yang
terikat sumpah Hiprokrates dimana Seorang Dokter akan
membaktikan  hidupnya guna kepentingan kemanusiaan,
Menjalankan tugas dengan cara terhormat dan bersusila sesuai
dengan martabat pekerjaan, dan akan memelihara martabat dan
tradisi luhur jabatan kedokteran, disampung jabatan sebagai
Kepala Dinas adalah seorang Pimpinan yang seharusnya menjadi
contoh dan teladan bagi bawahannya.

- Bahwa Dana yang dipotong adalah Dana terkait Kesehatan,

dimana kesehatan tersebut adalah Hak Dasar manusia.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara Perbuatan berlanjut
ditahun 2017 dan 2018.

- Menimbang, bahwa Berdasarkan Fakta Hukum diatas maka
mengacu kepada PERMA, dengan melihat Kesalahan, Dampak, dan
Keuntungan dari 2 Point hanya 1, Point yang Rendah (Karena
Kerugian Tingkat Kabupaten) sedangkan 2 (Dua) item lainnya bisa
dikategorikan Tinggi, ditambah lagi dengan hal-hal yang memberatkan
maka dalam kasus ini Terdakwa Masuk Kategori Tinggi. Dengan
demikian mengacu kepada Perma  Terdakwa dapat dikenakan
Kategori Tinggi (VII) atau Sedang (VI) dengan range ancaman
Penjara 10 s.d 13 Tahun dan Denda Rp. 500.000.000 sd Rp.
650.000.000 (untuk tinggi) dan Penjara 8 sd 10 tahun & denda Rp.
400.000.000 sd Rp. 500.000.000.

- Menimbang, Bahwa dengan mengambil batas bawah Range Sedang
yakni Pidana Penjara 8 (Delapan) tahun dan denda Rp. 400.000.000
(Empat ratus juta rupiah) adalah dirasa memenuhi rasa keadilan karena

pertimbangan unsur-unsur yang meringankan antara lain :
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- Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp.200.000.000,00 sebagai
pengganti kerugian keuangan Negara;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Menimbang, Bahwa terkait Biaya Perkara sesuai dengan ketentuan
Keputusan Menteri Kehakiman No: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 poin
ke-27 telah menjelaskan bahwa maksimal biaya perkara untuk dua
tingkatan adalah Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah).

- Menimbang, Bahwa Terhadap hal-hal lain, kami sependapat dengan
Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terdakwa Terbukti
bersalah  tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana
Dakwaan alternatif Pertama Primair dan mengambil alih pertimbangan
Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, kecuali terhadap hal-hal

tersebut diatas terutama terkait Strafmat.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Amar putusan

yang tepat dalam Putusan perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr.Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf tersebut
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Korupsi
secara berlanjut sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Maya Metissa, M.Kes Binti
Djanah Yusuf dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan
denda sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana
kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah
Rp 2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus
empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan diperhitungkan
dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut
Umum sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk
disetorkan kepada Kas Negara paling lama dalam waktu satu bulan
sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka
harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang
pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai
harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama

2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
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Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
No 1 sd 66 Dikembalikan kepada yang berhak melalui dr. DIAN MAULI, M.H
7. Membebankan kepada  Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adanya Dissenting Opinion (perbedaan pendapat)
tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini maka
berdasarkan ketentuan Pasal 14 angka 3 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman maka wajib dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan UU Nomor 24 tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor
8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 kemudian
dirubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor
1 tahun 2013 tentang Perubahan Ke dua atas UU Nomor 24 tahun 2003 yang
telah ditetapkan sebagai UU oleh UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan
ke dua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 juga mengatur mengenai pendapat
yang berbeda dalam mengambil putusan. Jika musyawarah sidang pleno
setelah diusahakan dengan sungguh sungguh tidak dapat dicapai mufakat
maka putusan diambil dengan suara terbanyak;

Mengingat Pasal 21 KUHAP jis Pasal 27 KUHAP jis Pasal 153 ayat ( 3)
KUHAP jis ayat (4) KUHAP jis Pasal 193 KUHAP jis Pasal 222 ayat (1) jis ayat (2)
KUHAP jis Pasal 241 KUHAP jisPasal 242 KUHAP, Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1)
huruf b Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1)
KUHPidanadan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI
- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor 19/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Tjk tanggal 30 Desember Tahun 2020yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Dr.MAYA METISSA.,M.Kes binti DJANAH YUSUF
tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak
Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Pertama Primer;
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dari Dakwaan Pertama Primer tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Dr.MAYA METISSA.,M.Kes binti DJANAHYUSUF
tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana
Korupsi secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidair
yaitu Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1)
KUHPidana;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr.MAYA METISSA.,M.Kes binti
DJANAHYUSUFoleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh)
Tahun dan denda sejumlah Rp 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah
Rp 1.910.443.500,00 (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus
empat puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu)
bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar
maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang
pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai
harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama

2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa;

1. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Batu Nangkop;

2. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 PuskesmasTanjung Raja;

3. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun

2017/ 2018 Puskesmas Mulyorejo;
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2017/ 2018 Puskesmas Tulang Bawang Baru;
5. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Gedung Negara;
6. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Ketapang;
7. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Karang Sari;
8. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Negara Ratu;
9. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Kotabumi Udik;
10. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Subik;
11. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Ulak Rengas;
12. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Bukit Kemuning;
13. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Abung Kunang;
14. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Kotabumi I;
15. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Wonogiri;
16. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Kubuhitu;
17. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Kalibalangan;
18. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Kemala Abung;
19. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Semuli Raya;
20. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Bumi Agung;
21. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Cempaka;
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2017/ 2018 Puskesmas Tata Karya,;

23. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Pekurun;

24. 3 (tiga) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Madukoro;

25. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Blambangan;

26. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Ogan Lima;

27. 5 (lima) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun

2017/ 2018 Puskesmas Kotabumi 2;

28. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Lampung Utara
Nomor : 275/14-LU/HK/2017 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan
pengguna anggaran/ pengguna barang kepada kuasa pengguna
anggaran/ kuasa pengguna barang sebagai atasan langsung bendahara
pengeluaran pembantu bantuan operasional kesehatan (BOK)
puskesmas di lingkungan dinas kesehatan kabupaten lampung utara
tahun anggaran 2017;

29. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Lampung Utara
Nomor : 294/14-LU/HK/2018 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan
pengguna anggaran/ pengguna barang kepada kuasa pengguna
anggaran/ kuasa pengguna barang sebagai atasan langsung bendahara
pengeluaran pembantu bantuan operasional kesehatan (BOK)
puskesmas di lingkungan dinas kesehatan kabupaten lampung utara
tahun anggaran 2018;

30. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017,

31. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;

32. 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri kesehatan Republik
Indonesia Nomor 71 tahun 2016 tentang Petunjuk teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggran 2017;

33. 1 (satu) Bundel) Petunjuk Teknis Pertanggungjawaban
(SPJ) BOK Tahun 2017;

34. 1 (satu) Bundel) Petunjuk Teknis Pertanggungjawaban
(SPJ) BOK Tahun 2018;
35. 1 (satu) Bundel SP2D dan SPM BOK 27 Puskesmas

Tahun Anggaran 2017;
36. 1 (satu) Bundel SP2D dan SPM BOK 27 Puskesmas
Tahun Anggaran 2018;
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37. urat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Lampung Utara Nomor : 440/1513.b/12-LU/2017 tanggal 02 Februari

2017 tentang Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017;

38. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Lampung Utara Nomor : 440/1343.B/14-LU/2018 tanggal 02 Februari
2018 tentang Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018;

39. 1 (satu) Bundel Surat Tugas di Lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 800/67/12-LU/2017
tanggal Januari 2017;

40. Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor
821.21/172/11/31-LU/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Prtama
(Eselon lI-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (SK

Kepala Dinas)

41. DPPA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2017,
42. DPPA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
43. 1 (satu) Bundel dokumen BKU BOK Puskesmas 2017

Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara;
44, 1 (satu) Bundel dokumen BKU BOK Puskesmas 2018

Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara;

45, 1 (satu) Bundel dokumen pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah awal (DPA SKPD) tahun 2017,

46. 1 (satu) Bundel dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah awal (DPA SKPD) tahun 2018;

47. SK bendahara dinas kesehatan kabupaten lampung

utara tahun 2017 dan 2018;

48. Laporan realisasi penggunaan dana bantuan
operasional kesehatan kabupaten lampung utara sampai dengan triwulan
IV tahun anggaran 2017;

49. Peraturan bupati lampung utara No.5 tahun 2017
tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja derah
kab.lampung utara TA.2017;

50. 1 (satu) bundel Kwitansi BOK tahun 2017;
51. 1 (satu) bundel Kwitansi BOK tahun 2018;
52. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK

Kabupaten bulan februari 2017;
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Kabupaten bulan mei 2017,

54. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK
Kabupaten bulan juni 2017;

55. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK
Kabupaten bulan juli 2017;

56. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK
Kabupaten bulan agustus 2017,

57. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK
Kabupaten bulan september 2017;

58. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK
Kabupaten bulan desember 2017,

59. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan
(UKM Sekunder) bulan februari 2017;

60. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan
(UKM Sekunder) bulan maret 2017;

61. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan
(UKM Sekunder) bulan mei 2017;

62. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan
(UKM Sekunder) bulan juni 2017;

63. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan
(UKM Sekunder) bulan juli 2017;

64. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan
(UKM Sekunder) bulan agustus 2017;

65. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan
(UKM Sekunder) bulan September 2017;

66. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan

(UKM Sekunder) bulan desember 2017;

(TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA INI).

9.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Sejumlah
Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada
Hari : Rabu Tanggal: 27 Januari 2021 oleh kami : | NYOMAN SUPARTHA,
S.H.Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua
Majelis dengan Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H.,M.H, Dr. SLAMET HARYADI,
S.H., M.Hum (hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tanjungkarang), BRIERLY
NAPITUPULU, S.H., M.H., M.Kn. (hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang), SONDANG MARPAUNG, S.H., M.H (hakim Ad Hoc Pengadilan
Tinggi) sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Wakil Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang Nomor 2/Pen./Pid/2021/PT TJK tanggal 21 Januari 2021 untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut
pada Hari : Rabu Tanggal: 3 Februari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka
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. Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.

utusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oen ?—|ar?<9n9 Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh P AR M AN T O selaku
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan tetapi tanpa

dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umumdan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis: Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.. d.t.o.
I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

d.t.o..

. Dr. SLAMET HARYADI, S.H., M.Hum.

d.t.o..

. BRIERLY NAPITUPULU, S.H., M.H., M.Kn.

d.t.o..

. SONDANG MARPAUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o.

PARMANTO

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

Tanggal :...../02/2021

JULI ASTRA, SH.,MH.
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